BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 9% TAHUN 2024

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Menimbang :

Menginéat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
serta Pasal 121 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bone
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi,
Daerah serta dalam pemungutan Pajak Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kententuan Umum
dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomeor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856},

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 130 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 316,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor




7067);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan ajak Daerah dan Rewribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun
2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

9, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah {(Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM DAN

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

:
2.
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Daerah adalah Kabupaten Bone,

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

Bupati adalah Bupati Bone.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertenin di hidang perpajakan
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
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menjadi kewenangan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala
BAPENDA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai
fugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah DPRD Kabupaten Bone.

Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah adalah Perangkat Daerah
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone yang memberikan pelayanan
dan melakukan pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Bone.

Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Bone.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yang teruiang oleh orang pribadi atau badan vang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak,
pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penangpgung Pajak adalah orang pribadi atan badan, meliputi pembayar
Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha
milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpnlan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Official Assesment System atau yang disebut dengan pajak yang dipungut
berdasarkan penctapan Bupati adalah suatu sistem pemungutan yang
memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang.

Self Assessment System atau yang disebut dengan pajak yang dibayar
sendiri berdasarkan penghitungan oleh Waiib Pajak adalah suatu sisiem
pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk
menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
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dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat
BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan,
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk
hak pengelolaan, beserta Bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud
dalam undang- undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah
Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/
atau jasa tertentu.

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang
disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun
tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran,

Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau
Minuman dengan dipungut bayaran.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu
pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam
peralatan listrik.

Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi
dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau
fasilitas lainnya.

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penvelenggaman tempat parkir
di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk
ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan
pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk
penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau
penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan,
ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media vang bentuk dan
corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum
terhadap sesuatu.

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan
di bawah permukaan tanah.

Nilai Perolehan Air Tanah selanjutnya disingkat NPA adalah Nilai Air
Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besamys sama
dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di
dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
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Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB
adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di
dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
Pajak Sarang Durung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu
collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan
collocalia linehi

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB
adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opsen Bea Dalik Nama Kendaraan Bermotor yang sclanjutnya disebut
Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas
pokok BBNKB sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut
Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas
pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
memenuhi kewajiban dan perpajakan daerahnya.

Nomor Ohjek Pajak Daerah yang selanjuinya disingkat NOPD adalah
nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan dengan ketentuan tertentu.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar,
dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data ohjek ddan subjek Pajak penentuan besarnya Pajak yang ferutang
sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga)
bulan kalender yvang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD,
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atan pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan
objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah
surat bukti pembayaran/penyetoran Pajak Daerah yang telah dilakukan
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dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke Kas
Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data
subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
sural ketetapan Pajak vang meneniukan besarnva jumlah pokok Pajak
yang terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran Pajak vang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk cleh Bupati.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT,
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2
yang terutang kepada wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjuinva disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
Pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah RKurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat ketetapan Pajak yvang menentukan jumiah pokok Pajak
sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Pajak karena jumiah kredit Pajak lebih besar
daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif
herupa bunga dan/atan denda.

Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2 yang selanjutnya
disingkat SK NJOP PBB-P2 adalah surat keterangan yang diterbitkan
oleh Kepala Perangkat Pemungut Pajak Daerah sebagai pemberitahuan
bahwa Objek Pajak dan Wajib Pajak telah terdaftar dalam sistem
administrasi perpajakan di Daerah.

Pembayaran pajak adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh
wajib pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDB, dan STPD ke kas
umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka
wakiu yang telah diteniukan.

Restitusi Pajak, yang selanjutnya disebut Restitusi adalah permohonan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah yang dilakukan oleh
Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak
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atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau
terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih
Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau
Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Keietapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surai Tagihan Pajak
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan,
atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan
oleh Wajib Pajak.

Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB
adalah Daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai
bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya
komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan
biaya komponen fasilitas bangunan.

Data Harga Jual adalah Data/informasi mengenai jual beli fanah
dan/atau bangunan yang didapat dari sumber pasar dan sumber lainnya
seperti, Camat, PPAT, Notaris PPAT, aparat kelurahan, iklan media cetak,
dan lain-lain.

Blok adalah Zona Geografis yang terdiri dari sekelompok Objek Pajak
yang dibatasi oleh batas alam dan/atau buatan manusia yang bersifat
permanen/tetap, seperti jalan, selokan, sungai dan sebagainya untuk
kepentingan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam suatu wilayah
administrasi pemerintahan kelurahan. penentuan batas blok tidak terikat
kepada batas RT/RW dan sejenisnya dalam satn kelurahan.

Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah suatu zona
geografis yang terdiri atas sekelompok Objek Pajak yang mempunyai satu
Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR} yang dibatasi oleh Dbatas
penguasaan/pemilikan Objek Pajak dalam satu wilayah administrasi
kelurahan. Penentuan batas Zona Nilai Tanah tidak terikat kepada batas
blok.

Peta Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disebut Peta ZNT adalah peta
yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok
Objek Pajak yang mempunyai asatu Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR} vang
dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan Objek Pajak dalam satu
wilayah administrasi kelurahan.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak
atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan
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banding berdasarkanperaturanperundang-undangan perpajakan yang
berlaku.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Penyitaan adalah tindakan juru sita Pajak untuk menguasai barang
penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang Pajak
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yvang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang
meliputi harta, kewajiban, modal. penghasilan, dan biaya serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk
periode Tahun Pajak tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenihan kewajiban perpaiakan Daerah dan/atan untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang- undangan perpajakan Daerah.

Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai
kelengkapan pengisian surat pembveritahuan dan lampiran-lampirannya
termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi
utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau
memperingatkan, wmelaksanakan Penagihan sekefika dan  sekaligus,
memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah
disita.

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum
dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat
periniah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan
lelang, jasa penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan
Pajak

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur
Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya
Penagihan Pajak.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan Pajak yang
dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa
menunggu tanggal iatub tempo pembayaran yang meliputi seluruh Ufang
Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi
Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa,
penyitaan, dan penyanderaan.
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Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah yaitu serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender,
kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender,

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebur Insentif adalah
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja
tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.

Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang berasal dari kontribusi wajib
kepada Pemerintah Daerah vang teritang oleh orang pribacdi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
kepentingan Pemerintah Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran
rakyat.

Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah menghapuskan Piutang Pajak
Daerah beserta sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD/SPPT
PBB- P2/SKPDKB/SKPDKBT/ STPD atau Surat Ketetapan Pajak
Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding
serta Keputusan Peniniauan Kembali Mahkamah Aguing.

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PAHP
adalah Pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak atas
temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua
belah pihak dan berisi koreksi Pokok Pajak Terutang baik yang disetujui
maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administratif.

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat
SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang
meliputi pos-pos vang dikoreksi, nilai koreksi. dasar koreksi, perhifungan
sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara
dari sanksi administratif.

Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan
secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai
prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti
yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan kesimpulan yang
diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.

Bank Penerima adalah Bank Sulselbar atau bank lain yang ditunjuk oleh
Bupati untnk menerima pembayaran pendapatan asli Daerah,

Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan
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tersangkanya.

Tim Peneliti Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat TPUP3D adalah Tim yang bertugas melakukan penelitian
terhadap kelengkapan administrasi dan pemeriksaan lapangan atas
usulan pengurusan dalam rangka penghapusan Piutang Pajak Daerah
yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 2

Ruang lingkup tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupat ini meliputi:

(2)

(1)

Pajak Daerah,;

Pendaftaran, Pendataan, Penilaian PBB-P2, Penetapan, dan Pelaporan,;
Pembayaran dan Penyetoran;

Penaginan Pajak;

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak;

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan;

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;

Penghapusan Piutang Pajak;

Keberatan dan Banding Pajak;

Gugatan;

pengurangan, keringanan, pembebasan, Penghapusan, atau Penundaan
Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau sanksinya;

Pembukusan:

. Pemeriksaan Pajak;

Opsen;
kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data; dan
pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan
dasar hukum tata cara pemungutan Pajak bagi Pemerintah Daerah, serta
memberikan kepastian hukum atas permunguian Pajak hagi masyarakat.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk optimalisasi tata
kelola pemungutan Pajak Daerah.

BAB 11
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 4
Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
PBB-P2;
Pajak Reklame;
PAT;
Opsen PKB; dan
e. Opsen BBNKB.

poop

(2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib
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Pajak terdiri atas:
a. BPHTB;
b. PBJT atas:

1. makanan dan/atau minuman;

2. tenaga listrik;

3. Jasa Perhotelan;

4. Jasa Parkir; dan

5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
c. Pajak MBLB; dan

d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

(2) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh
persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah
dikurangi NJOP tidak kena pajak.

(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek
PBB-P2 di satu wilayah kabupaten, NJOP tidak kena pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2
untuk setiap Tahun Pajak.

(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga)
tahun.

(6) Klasifikasi dan besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan
serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100%
(seratus persen) dari Nilai Jual Objek Pajak.

(2) Besarnya Nilai Jual Kena Pajak dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)
tahun sekali.

(3) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
memperhatikan perkembangan harga pasar dan pertumbuhan
perekonomian, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7
Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
a. Untuk NJOP kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
ditetapkan sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen);
b. Untuk NJOP Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih
ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen); dan
c. Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan lahan
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produksi ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan tarif
PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(1)
(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

Paragraf 2
BPHTB

Pasal 9

Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.

Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sebagai berikut:

a. harga transaksi untuk jual beli;

b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris,
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan
hak vang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan
putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian
hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian
hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha,
peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk
penunjukan pembeli dalam lelang.

Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan
dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya
perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang
digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun
terjadinya perolehan.
Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar
Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak
pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris yang diterima
orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan
pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan
objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah).

Selain hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi selain yang

dimaksud pada ayat (5), atas perolehan hak karena hibah wasiat atau

waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan
sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Hibah dan wasiat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:

a. pemberian hibah wasiat atau waris kepada anak angkat yang
ditetapkan berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan;

b. pemberian hibah wasiat atau waris terhadap tanah ualayat;

c. pemberian hibah wasiat atau waris untuk pembangunan panti asuhan
dan panti jompo;

d. pemberian hibah wasiat atau waris untuk pembangunan sarana dan
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prasarana pendidikan; dan/atau
e. pemberian hibah wasiat atau waris untuk pembangunan sarana dan
prasarana Pemerintah.

Pasal 10
Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 11
Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) setelah
dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Paragraf 3
PBJT

Pasal 12

(1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen
barang atau jasa tertentu, meliputi:

a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau
minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;

b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas

Jasa Perhotelan;

d. 1. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat
parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk
PBJT atas Jasa Parkir.

2. jumlah yang seharusnya dibayar sebagaiimana dimaksud pada
angka 1 termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma
yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

3. dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak memmungut sewa
parkir kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan PBJT
atas jasa parir sebagaimana dimksud pada angka 1 dihitung dengan
memperhatikan luas area parkir, jumlah rata-rata kendaraan yang
diparkir setiap hari, jumlah hari operasional tempat
penyelenggaraan parkir dalam 1 (satu) bulan; dan

e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian
dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.

(2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan
jasa sejenis yang berlaku di wilayah daerah.

(3) PBJT atas makanan dan minuman yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah dan Pemerintah Desa berupa konsumsi snack, makan minum
rapat, makan minum lembur, dan/atau konsumsi lainnya dikenakan

PBJT sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 13
(1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf b ditetapkan untuk:
a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
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(2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal
dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, dihitung berdasarkan:

a. jumlah tagihan blaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian
kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk
pascabayar; dan

b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.

(3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan unituk fenaga listrik yang
dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung
berdasarkan:

a. kapasitas tersedia;

b. tingkat penggunaan listrik;

c. jangka waktu pemakaian listrik; dan

d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

(4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik
yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) burafl a, penyedia tenaga listrik sehagai Wajibh Pajak
melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk
penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 14

(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar i0% (sepuluh persen).

(2) Khusus Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada diskotek,
karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40%
(empat puluh persen).

(3) Khusus Tarif PRIT atas Tenaga Listrik untuk:

a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan
minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan

b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar
1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 15
Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan tarif PBJT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,

PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN INSIDENTIL

Pasal 16
(1) NPWPD dari Wajib Pajak Insidensial menjadi tidak akrtif apabila melebihi
12 (dua belas) bulan dari tanggal penerbitan.
(2) Wajib Pajak dapat mengaktifkan NPWPD dengan mengajukan surat
permohonan dalam bentuk proposal kegiatan penyelenggaraan Hiburan
Insedentil ke Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 17
(1) Untuk menyelenggarakan Hiburan Wajib Pajak wajib :
a. mendaftarkan melenggarakan Hiburan ke Badan Pendapatan Daerah;
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b. melaporkan jumlah tiket dan/atau tiket elektronik;

¢c. mencantumkan harga, nomor seri tanda masuk dan klasifikasi tiket;
dan

d. melakukan perforasi terhadap tiket dalam bentuk karcis.

(2) Wajib pajak dalam melakukan pemungutan kepada Subjek Pajak dengan
menggunakan tiket dinyatakan sah setelah di perforasi oleh Badan
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

(3) Jika Waiib Pajak tidak melakukan Perporasi maka akan dikenakan sanksi
administrasi denda sebesar 100%(seratus persen) dari besarnya pajak
yang harus dibayar.

(4) Dikecualikan dari kewajiban Perforasi untuk tiket dalam bentuk elektronik
dan sejenisnya.

{5) Untuk menyeienggarakan Hiburan Insedentili dilakukan dengan
memberikan jaminan sekurang-kurangnya besaran jumlah Pajak
terhutang yang dihitung dari perkalian antara tarif dengan jumlah harga
dari jumlah tiket yang di perforasi dan dititipkan sementara di bendahara
penerimaan Bapenda,

(6) Wajib Pajak melaporkan jumlah tiket yang terjual dengan melampirkan
laporan penjualan untuk mengetahui jumlah pajak terutang.

(7) Jika terdapat perbedaan antara nilai jaminan dengan nilai pajak terutang,
maka akan disesuaikan berdasarkan laporan pajak terutang.

Pasal 18

(1) Wajib pajak mengajukan permohoman perforasi karcis kepada kepala
badan pendapatan daerah.

(2) Petugas menerima permohoman, memverifikasi dan mengisi order karcis
untuk selanjutnya diterbitkan surat benda berharga.

(3) Karcis yang sudah diperforasi diserahkan kepada wajib pajak.

(4) Menyerahkan identitas penyelenggara berupa foto copy kartu tanda
penduduk (KTP).

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 19

(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Rekiame.

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak
Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan
faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu
penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media
Reklame,

(4) Dalam hal nilai sewa Rekiame sebagaimana dimaksud pada ayat {2} tdak
diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan
dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
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Pasal 20

Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame meliputi:

a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian,
warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang
berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan
dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi vang ukuran tidak
melebihi 1m? (satu meter persegi);

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan
keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan

f. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan pendidikan yang
merupakan aset institusi yang bersangkutan

Pasal 21
Tarif Pajak Rekiame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 22
Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Paragraf 5
Pajak Air Tanah

Pasal 23

(1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.

(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.

(3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air
Tanah.

(4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dinyatakan dalam
koefisien yang didasarkan atas faktor berikut: a. jenis sumber air; b. lokasi
sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume
air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat
kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau
pemanfaatan air.

(5) Besaran nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam Daerah diatur dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah
yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 24
Tarif PAT ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 25
Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar
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pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dengan tarif
PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(®)

(7)

(8)

Paragraf 6
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 26

Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.

Nilai jual sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dihiming berdasarkan

perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-

tiap jenis MBLB.

Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan

harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang

berlaku di wilayah Daerah.

Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai

dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pertambangan.

Pemungutan Pajak Mineral Bukan Jogam dan Batuan dapat dilakukan

dengan cara sebagai berikut:

a. Pelaporan;

b. Pos Penjagaan; dan

c. Sistem Wajib Pungut.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5} huruf a, dengan

mekanisme sebagai berikut :

a. Wajib Pajak mengisi SPTPD,

b. Wajib Pajak membayar sendiri berdasarkan SPTPD dan menerima
bukti pembayaran berupa 8TS dan/atan SSPD, dan

c. Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD setelah diberikan Surat Teguran
untuk menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara Jabatan.

Dengan cara Pengawasan melalui Pos Penjagaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) huruf b, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Petugas Pengawas pada Pos Penjagaan melakukan pencatatan atas
jumlah produksi MBLB yang terangkut dari lokasi penambangan;

b. Pembeli/Pengangkut memberikan tanda paraf pada tanda bukti
pengambilan MBLB pada Pos Penjagaan;

c. Tanda bukti pengambilan MBLB sebagai dasar dalam pengisian SPTPD
oleh wajib pajak setiap bulan; dan

d. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutang berdasarkan nilai
pajak sebagaimana huruf c;

Melalui sistem Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf

¢, dilaksanakan sebagai berikut:

a. Dilakukan OPD pelaksana kegiatan atau oleh Badan Keuangan dan
Aset Daerah dan Pemerintah Desa,

b. Pengenaan Pajak MBLB pada Kontraktor atau Rekanan tempat
mengambil Material selaku Wajib Pajak/Penambang vang mengambil
MBLB untuk melaksanakan suatu kegiatan;




« 18+

Pasal 27
Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 28
Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 29

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang
Burung Walet,

(2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang
Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume
sarang Burung Walet.

Pasal 30
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 31
Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 32
Dasar pengenaan Upsen PKB merupakan PRB terutang.

Pasal 33
Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 34
Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 35
Dasar pengenaan untuk Opsen BENKB merupakan BBNKDB terutang.
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Pasal 36

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 37

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 dengan tarif
sebagaimana dimaksud pada Pasal 36,

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
8}

(9)

BAB III
PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENILAIAN PBB-P2, PENETAPAN DAN
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 38

Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan

Bupati wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati

atau Pejabat dengan menggunakan:

a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut
bherdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan

b. SPOP dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP)
untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.

Format SPOP dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak

(LSPOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam

lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Wajib Pajak untuk jenis Pajak vang dipungut berdasarkan penghitungan

sendiri oleh Wajib Pajak, wajib mendaftarkan diri dan/atau objek

Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat.

Pendaftaran pajak daerah untuk Wajib Pajak Restoran, Perhotelan,

Parkir, Hiburan dan Air Tanah diberikan waktu 3 (tiga) bulan sejak

beroperasi dan baru didaftar sebagai Wajib Pajak.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), kepada

Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat.

Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pejabat

dapat menerbitkan nomor regisirasi, NOPD, atau jenis penomaran lain

yvang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran
objek Pajak.

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk orang pribadi

dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat {5} untuk Badan dihubungkan

dengan nomor induk berusaha.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)

dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus
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badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat secara jabatan menerbitkan
NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 39
NPWPD merupakan identitas Wajib Pajak yang digunakan dalam
pemungutan Pajak Daerah selain PRB-P2 dan RPHTR,
Dalam hal pajak yang dimaksud adalah PBB-P2, maka identitas Wajib
Pajak menggunakan Nomor Obyek Pajak (NOP) PBB P2.
BPHTB yang merupakan jenis bea tidak diberikan NPWPD karena bersifat
insidental,
NPWTPD diterbitkan dan ditetapkan oleh Bapenda.
NPWPD diberikan kepada Wajib/obyek Pajak permanen.
Setiap Wajib Pajak yang memiliki NPWPD akan melekat baginya
kewajiban perpajakan daerah sesuai dengan obyek pajaknya.
NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, berbentuk karty identitas
NPWPD.
Kartu identitas NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat
dalam bentuk fisik dan/atau digital.
Bentuk kartu identitas NPWPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat ini.
Format NPWPD terdiri dari 18 (delapan belas) digit yang terdiri dari :
digit 1-3 adalah kode kecamatan
digit 4-6 adalah kode desa
digit 7-11 adalah kode nomor urut
digit 12-13 adalah tahun pendaftaran
digit 14 adalah kode jenis pajak
digit 15-18 adalah kode status Wajib Pajak
Penerb:tan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38
ayat (10} harus melalui wverifikasi secara administrasi dan/ atau
lapangan.

o an op

Pasal 40
BAPENDA melakukan pendaftaran ohiek dan Subjek Pajak, untuk
mengetahui jumlah potensi Pajak.
Apabila Subjek Pajak tidak bersedia dilakukan pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) maka dapat diberikan surat himbauan paling
banyak 3 (tiga) kali dan membuat Surat Pernyataan tidak bersedia
menjadi Wajib Pajak dan siap diproses sesuai ketentuan.
Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), dihimpun dan
didokumentasikan ke dalam daftar wajib pajak.
Pendaftaran diri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat

{1} dan Pasal 38 avat (3} wajib memenuhi syarat kelengkapan
permohonan pendaftaran NPWPD.

Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. mengisi formulir pendaftaran; dan

b, kartu tanda penduduk yang sah.
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Pasal 41

Pendaftaran diri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat

(4) dilakukan sebagai berikut:

a. Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap;

b. Wajib Pajak menyerahkan formulir pendaftaran kepada petugas
dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 avat (5):

c. Petugas meneliti formulir pendaftaran yang telah diisi beserta
kelengkapan berkas persyaratannya.

Berdasarkan hasil Penelitian formulir pendaftaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, maka petugas:

a. mengembalikan berkas atau meminta kepada Wajib Pajak untuk
melengkapi kekurangan persyaratan apabila tidak lengkap; atau

b. memberikan tanda terima pendaftaran kepada Wajib Pajak dan
mencatat pendaftaran dalam Daftar Induk Wajib Pajak apabila
permohonan felah lengkap,

Paling lama 1 (satu) hari kerja, setelah permohonan pendaftaran diri

Wajib Pajak dinyatakan lengkap Kepala BAPENDA menerbitkan NPWPD.

Pendaftaran diri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan secara elektronik atau tertulis.

NPWID yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat diambil oleh Wajib Pajak atau dikirimkan kepada Wajib Pajak

secara elektronik.

Bentuk formulir pendaftaran NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat

{1} buruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42
Dalam hal Penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat {5}, BAPENDA melakukan verifikasi lapangan berdasarkan data yang
dimiliki oleh Daerah.
Dalam hal hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan sesuai antara Data yang dimiliki Daerah dengan kondisi
sebenarnya, peingas menerhitkan NPWPD,
Dalam hal hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdapat ketidaksesuaian antara data yang dimiliki Daerah dengan
kondisi sebenarnya petugas melakukan penyesuaian terhadap data yang
dimiliki Daerah.
Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
petugas menerbitkan NPWPD.
Paling lama 5 (lima) hari kerja, NPWPD yang telah diterbitkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dikirimkan kepada
Wajih Pajak disertai pemberitabuan ferkait kewajiban Perpajakan vang
dimiliki oleh Wajib Pajak.
Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:
a. Pos;
b. jasa ekspedisi;
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c. jasa kurir; atau

d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib
Pajak.

Pasal 43
Pendaftaran Objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) wajib memenuhi sebagai kelengkapan
permohonan pendafiaran NPWPD
Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. mengisi formulir pendaftaran;
b. mengisi SPOP dan LSPOP;
c. kartu tanda penduduk yang sah; dan/atau
d. perizinan terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan.
Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak
terpenuhi, BAPENDA menghimbau Wajib Pajak untuk segera mengurus
perizinan usahanya.

Pasal 44
Setiap Wajib Pajak PBB wajib melakukan Pendaftaran pada BAPENDA
paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah saat terpenuhinya
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang PBB untuk diberikan SK NJOP PBB-F2.
Saat terpenuhinya persyaratan sebagai wajib pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu pada saat memperoleh manfaat atas Bumi
dan Bangunan.
SK NJOP PRB-P2 sebagaimana dimaksud pads avat (1) memuat identitas
Objek Pajak berupa NOP.

Pasal 45
Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan dengan
mengajukan permohonan secara elektronik atau tertulis.
Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan melalui:
a. laman BAPENDA; atau
b. sarana lain vang ditetapkan oleh Kepala BAPENDA,
Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan:
a. secara langsung;
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti
pengiriman surat.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan

menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46
Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
dilampiri dokumen Wajib Pajak dan dokumen Objek Pajak.
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Dokumen Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. kartu tanda penduduk untuk orang pribadi, atau akta pendirian

perusahaan dan/atau perubahannya serta kartu tanda penduduk
salah satu pengurus untuk badan; dan
b. NPWPD.

Dokumen Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
SPOP.

Pasal 47
Berdasarkan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45, Kepala BAPENDA melakukan penelitian administrasi,
Berdasarkan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala BAPENDA menerbitkan keputusan berupa:
a. menerima permohonan dengan menerbitkan SK NJOP PBB-P2; atau
b. menolak permohonan dengan menerbitkan surat penolakan
permohonan pendaftaran Objek Pajak, paling lama 15 (lima belas)
hari kerja terhitung sefelah permohonan diterima secara lengkap
Dalam hal Kepala BAPENDA tidak menerbitkan keputusan dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap
dikabulkan dan Kepala BAPENDA menerbitkan SK NJOP PBB-P2 paling

lama 3 (tiga) hari kerja setelah jangka waktu pemberian keputusan
berakhir.

Pasal 48

Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban Pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Kepala BAPENDA
melakukan Pemeriksaan atau penelitian administrasi.
Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau penelitian administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA menerbitkan SK
NJOP PBB-P2 berdasarkan kewenangan secara jabatan.
SK NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan
kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal
penerbitan SK NJOP PBB-P2.
Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
a. Pos;
b. jasa ekspedisi;
c. jasa kurir; atau
d. surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib

Pajak.

Pasal 49
Kepala BAPENDA berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau

berdasarkan kewenangan secara jabatan dapat melakukan perubahan
data yang tercantum dalam SK NJOP PBB-P2

Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara elektronik atau tertulis ke BAPENDA.

Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan melalui;
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a. laman BAPENDA; atau

b. sarana lain yang ditetapkan oleh BAPENDA.

Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan:

a. secara langsung;

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau

¢. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti
pengiriman suraf

Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Terhadap perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah melakukan pencetakan

kembali SK NJOP PBB-P2.

SK NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikirimkan

kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal

pencetakan kembali SK NJOP PBB-P2,

SK NJOP PBB-P2 yang telah diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak

berlaku setelah terdapat pencetakan kembali SK NJOP PBB-P2

sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 50

Kepala BAPENDA berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau
berdasarkan kewenangan secara jabatan dapat melakukan pencabutan
SK NJOP PBRB-P2 ferhadap Ohjek Pajak vang sudah tidak memenuhi
persyaratan subjektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang PBB.
Permohonan pencabutan SK NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan ke BAPENDA.
Permohonan pencabutan SK NJOP PBB-PZ sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik atau tertulis, serta dilampiri
dengan dokumen yang disyaratkan.
Dokumen yang disyaratkan sebagai Lampiran permohonan pencabutan
SK NJOP PRR-P2 sebagaimana dimaksud pada avat (31 merupakan
dokumen izin usaha, hak guna usaha, penugasan, kontrak, kuasa,
perjanjian dan/atau izin, yang sudah berakhir dan tidak dilakukan
perpanjangan masa berlakunya.
Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan meiaiui:
a. laman BAPENDA; atau
b. sarana lain yang ditetapkan oleh BAPENDA.
Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan;
a. secara langsung;
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
¢. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti

pengiriman surat.




(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(1)

(2)

=25

Permohonan pencabutan SK NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pencabutan SK NJOP PBB-P2 berdasarkan kewenangan secara jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BAPENDA

berdasarkan data dan/atau informasi perpajakan yang dimiliki atau

diperoleh BAPENDA,

Pencabutan SK NJOP PBB-P2 atas permohonan Wajib Pajak atau

berdasarkan kewenangan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau penelitian

administrasi.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau penelitian  administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala BAPENDA menerbitkan

keputusan berupa:

a. menerima permohonan Wajib Pajak dengan menerbitkan surat
keputusan pencabutan 8K N.JOP PBR-P2; atau

b. menolak permohonan Wajib Pajak dengan menerbitkan surat
penolakan pencabutan SK NJOP PBB-P2,

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterbitkan paling lama

6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara

fengkap.

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (11)

terlampaui dan Kepala BAPENDA tidak menerbitkan keputusan,

permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Kepala BAPENDA harus menerbitkan surat keputusan pencabutan SK

NJOP PBB-P2 paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berakhir.

Surat keputusan pencabutan SK NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud

pada ayat (10} huruf a dan surat penolakan pencabutan SK NJOP PBB-

P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (10} huruf b, dibuat dengan

menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

Selain memperhatikan persyaratan sebagai wajib pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), pencabutan SK NJOP PBB-P2 dapat

dilakukan jika:

a. Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak PBB;

b, Wajib Pajak tidak sedang dilakukan tindakan penegakan hukum di
bidang perpajakan PBB;

c. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan upaya hukum di bidang
perpajakan PBB-Perkotaan; dan/atau

d. Wajib Pajak tidak sedang dalam proses penyelesaian peninjauan
kembali di bidang perpajakan PBB.

Tindakan penegakan hukum di bidang perpajakan PBB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:

a. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban




« 36 »

perpajakan;
b. pemeriksaan bukti permulaan;
¢. penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
d. penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan.
(3) Upaya hukum di bidang perpajakan PBB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ antara lain:
a. pengurangan PBB;
b. pengurangan denda administrasi PRR;
C. pengurangan atau pembatalan surat pemberitahuan pajak terutang
yang tidak benar;
d. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak PBB yang tidak
benar;
pembatalan surat tagihan pajak PBB yang tidak benar;
keberatan PBB,;
pembatalan hasil Pemeriksaan atau Penelitian;
. gugatan; dan/atau
banding.

=R me

Pasal 52

(1) BAPENDA dapat menerbitkan SPPT, dan/atau SKPD untuk Tahun Pajak
sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan SK NJOP PBB-P2,
apabila diperoieh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya
kewajiban perpajakan PBB yang belum dipenuhi Wajib Pajak.

(2) BAPENDA dapat menerbitkan SPPT, SKPD dan/atau STPD sebelum
dan/atau setelah pencabutan SK NJOP PBB-P2, apabila setelah
pencabutan SK NJOP PRB-P2 diperoleh dafa dan/aiau informasi yang
menunjukkan adanya kewajiban perpajakan PBB yang belum dipenuhi
Wajib Pajak.

(3) SPPT dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah saat
berakhirnya Tahun Pajak.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 53

(1) Bupati atau Pejabat melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak
untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak
dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk
keperluan administrasi perpajakan Daerah.

(2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah,
untuk PBB-P2.

Pasal 54

(1) Jenis Pendataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) meliputi:
a. Pendataan kantor; dan/atau
b. Pendataan lapangan.

(2} Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas
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Pendataan.

Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam
bentuk laporan hasil Pendataan.

Pasal 55

Pendataan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf

a dilakukan dengan cara mengolah data Objek Pajak dan informasi yang

terdapat dalam sistem informasi

Ruang lingkup Pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. pengumpulan data; dan

b. pemetaan.

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

merupakan kegiatan yang meliputi:

a. pengumpulan data Objek Pajak; dan

b. pengolahan data Objek Pajak yang bersumber dari instansi
pemeriniah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang- undangan tentang pemberian dan
penghimpunan data dan informasi yang Dberkaitan dengan
perpajakan.

Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan

melaiui pengonversian peta Objek Pajak, yang meliput:

a. transformasi antar sistem proyeksi; dan/ atau

b. digitalisasi peta analog ke peta digital.

Pasal 56
Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1)
huruf b dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada lokasi fisik
Objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik Objek Pajak, atas
data Objek Pajak.
Ruang lingkup Pendataan lapangan sehagaimans dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. pengumpulan data; dan
b. pemetaan.
Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
merupakan kegiatan pengumpulan data Objek Pajak yang tidak atau
belum dilaporkan.
Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan
melalui pengukuran Objek Pajak, yang meliputi:
a. pengukuran menggunakan sistem pengukuran berbasis safelif;
b. pengukuran dengan bantuan data penginderaan jauh; dan/atau
¢. pengukuran dengan alat ukur manual.

Pasal 57
Dalam hal Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib
Pajak, menyatakan menolak untuk dilakukan Pendataan lapangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Wajib Pajak, wakil dari
Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak, harus menandatangani surat
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pernyataan penolakan Pendataan.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib
Pajak, menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, petugas Pendataan membuat berita
acara penolakan Pendataan yang ditandatangani oleh petugas Pendataan.
Dalam hal Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib
Pajak, menyatakan menolak untuk dilakukan Pendataan lapangan
sebagaimana dimaksud pada avai (1} atan menolak menandatangani
surat pernyataan penolakan Pendataan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), petugas Pendataan tetap melakukan Pendataan berdasarkan
data dan/atau informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh Perangkat
Daerah Pemungut Pajak Daerah.

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat {3} dilaporkan dalam
bentuk laporan hasil Pendataan.

Surat pernyataan penolakan Pendataan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan berita acara penolakan Pendataan sebagaimana dimaksud
pada ayai (2), dibuat dengan menggunakan  formai  sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Perubahan Data dan Penambahan Objek Pajak

Pasal 58
Dalam hal terdapat perubahan data Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak,
atau penambahan Objek Pajak, maka Wajib Pajak wajib melaporkan
kepada BAPENDA.
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mengisi formulir perubahan data Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak, atau
penambahan Objek Pajak.
Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat {2}, BAPENDA
dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari melakukan penyesuaian
terhadap data Pajak yang dimiliki Daerah.
Bentuk formulir perubahan data Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak, atau
penambahan  Ohjek  Pajak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Penghapusan

Pasal 59

Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan
objektif, Bupati atau Pejabat dapat melakukan penonaktifan atau
penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, danjatau jenis
penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar
permohonan Wajib Pajak.

Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi,
NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar
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permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati

atau Pejabat harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga)

bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan

Wajib Pajak dianggap disetujui.

Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD,

dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secars jabatan atau

atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:

a. tidak memiliki utang Pajak; dan

b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding,
gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 60
Wajib Pajak yang mengisi formulir sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat
(5] huruf a, maka Wajib Pajak telah terdata dengan mempunyai NFWPD
dan NOP PBB-P2.
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan
pendataan dengan cara penelitian/ survey lapangan terhadap objek Pajak
yvang telah didaftarkan.

Bagian Kelima
Penilaian PBB-P2

Pasal 61
Penilaian objek PBDB-P2 dilakukan oleh BAPENDA baik secara massal
maupun secara individu dengan menggunakan pendekatan penilaian
yang telah ditentukan.
Dalam penilaian massal objek Pajak PBB-P2 dapat mempertimbangkan
usnulan dari Kepala Desa/Lurah dan/atan Camai
Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Pasal 62
Penilaian massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dapat
berupa:
a. penilaian massal bumi;
b. penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKB Objek Pajak
standar; dan
c. Penilaian massal bangunan dengan menyusun DBKB Objek Pajak
non standar.
Penilaian massal adalah Penilaian yang sistematis untuk sejumlah Objek
Pajak Yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan
menggunakan suatu prosedur yang dalam hal ini disebut Computer
Assisted Valuation (CAV).
Objek Pajak Standar adalah Objek Pajak yang memiliki luas bangunan s
1.000m2 dan/atau jumlah lantai < 4 (empat)serta luas tanah < 10.000
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Objek Pajak Non Standar adalah Objek Pajak yang tidak memenuhi
kriteria Objek Pajak standar.

Pasal 63
Penilaian secara individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1)
dapat berupa :
a. penilaianindivida  untuk Ohiek  Pajak  berupa  bumi dengan
pendekatan data pasar;
b. penilaian individu baik untuk tanah maupun bangunan dengan
pendekatan biaya; dan
¢. penilaian individu untuk Objek Pajak bangunan dengan pendekatan
kapitalisasi pendapatan.
Penilaian Individu adalah Penilaian terhadap Objek Pajak dengan cara
memperhitungkan semua karakteristik dari setiap Objek Pajak.
Pendekatan Data Pasar adalah Cara penentuan Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP) dengan membandingkan Ohjek Pajak yvang akan dinilai dengan
Objek Pajak lain yang sejenis yang telah diketahui harga jualnya, dengan
memperhatikan antara lain faktor letak, kondisi fisik, waktu, fasilitas,
dan lingkungan.
Pendekatan Biaya adalah Cara penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh
Objek Pajak tersebut pada waktu penilaian dilakukan dikurangi dengan
penyusutannya.
Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan adalah Cara penentuan Nilai Jual
Ohjek Pajak (NJOP) dengan mengkapitalisasi pendapatan bersih 1 (satu)
tahun dari Objek Pajak tersebut.
Setiap Petugas yang melaksanakan penilaian objek Pajak PBB-P2 dalam
rangka penentuan besarnya NJOP wajib merahasiakan segala sesuatu
yang diketahuinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dalam melakukan kegiatan penilaian objek PBB-P2 dalam rangka
pemeliharaan basis data guna penentuan besarnya NJOP, Bapenda dapat
bekerjasama dengan instansi yang terkait.
Penilaian objek PBB-P2 dalam rangka peneninan besarnya NJOP dapat
dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang
ditentukan dan ditunjuk Bapenda.

Bagian Keenam
Penetapan Besaran Pajak

Pasal 64
Bupati atau Pejabat menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat
pendaftaran ohjek Pajak dengan menggunakan SKPD atan dokumen lain
yang dipersamakan.
Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran, Bupati atau
Pejabat dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan
atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau
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dimiliki oleh Daerah.

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata
jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung
berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak yang disampaikan oleh Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat dapat
menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

Pajak terutang untuk lenis Pajak sebagaimana dimaksid pada avat (1),
ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak
terutangnya Pajak.

Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud ayat (3) tanpa
dikenakan sanksi administratif.

Dasar Penetapan target FPajak Daerah total data potensi pajak daerah
dikurangi tingkat kesulitan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20 %
{dua puluh persen).

Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua
helas) bulan berturnt-himi ferhitung mulai saal pendafiaran kendaraan
bermotor.

Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (force majeure) sehingga
kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan,
dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi
jangka waktu yang belum dilalui.

Pengembalian Pajak yang sudah dibayar sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) dihitung dengan cara mengalikan opsen PKB yang dibayar dibagi
12 (dua belas) bulan dikalikan jumlah bulan yang belum dilalui.

Pasal 65
Dalam hal pajak terutang kurang atau tidak dibayar, maka diterbitkan
SKPDKB.
Dalam hal tidak terdapat selisih antara pajak terutang, maka diterbitkan
SKPDN.
Dalam hal terdapat tambahan objek Pajak yang sama sebagai akibat
ditemukan data baru, maka diterbitkan SKPDKBT.
Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak terutang, maka
diterbitkan SKPDLB
Dokumen surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (2), dan ayat (4) ditandatangani oleh Kepala BAPENDA.
Kepala BAPENDA menyerahkan dokumen surat ketetapan kepada Wajib
Pajak untuk ditandatangani sebagai tanda telah menerima dokumen
surat ketetapan.

Pasal 66
Bupati atau Pejabat menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP
dengan menggunakan SPPT,
Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak
ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran; dan Jatau
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b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yéng
terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan
SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 67
SPPT ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melaluj Pejabat berdasarkan
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hasil pendataan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 dan hasil penilaian sebagaimana dimaksiud dalam Pasal
62.
NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta
rupiah).
Ketetapan minimal PBB-P2 yang harus dibayar ditetapkan sebesar Rp
20.000 (dua puluh ribu rupiah) apabila hasil penetapan PBB-P2 yang
terutang besarnya kurang dari ketetapan minimal.
Hasil penetapan yang dijelaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) di atas adalah nilai yang akan digunakan
pada proses cetak massal SPPT yang akan diterbitkan Pemerintah
Daerah.,
Ketetapan Pajak diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya
Tahun Pajak.

Bagian Ketujuh
Pelaporan

Paragraf 1
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 68
Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan
sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
wajib mengisi SPTPD.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terutang yang telah
dibayar oleh Wajib Pajak.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu
masa Pajak.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati
setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti
pelunasan Pajak.
Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah
disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 69
Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (I)
dilakukan setiap masa Pajak.
Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka
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waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak
terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan
dilaporkan dalam SPTPD.
Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {2}, DBupati menetapkan
Jjangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a. PBB-P2 : paling sedikit 6 {enam) Bulan setelah ketetapan
b. PBJT atas:

1. Makanan dan/atau minuman : 1 (satu) Bulan dan/atau setiap
kegiatan /transaksi
tenaga Listrik : 1 (satu) Bulan
jasa Perhotelan : 1 (satu) Bulan
jasa Parkir :1 (satu)Bulandan/atau setiap penyelenggaraan parkir
jasa Kesenian dan Hiburan : 1 (satu) Bulan dan/atau setiap
penyelenggaraan Kesenian dan Hiburan
¢. Pajak Reklame : Minggu, Bulan dan 1 {satu) Tahun
d. PAT : 1 (satu) Bulan
e. Pajak MBLB : 1 (satu) Bulan
Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan
untuk BPHTB.
Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai
lampiran dokumen berupa:
a. rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan; dan
b. fotokopi/salinan setoran Pajak yang telah dilakukan.
SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak melampirkan
keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

areN

Pasal 70

Kepala DAPENDA atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak dapat
memberikan perpanjangan waktu penyampaian SPTPD paling lama 7
(tujuh) hari kerja.

PermohonanperpanjanganpenyampaianSPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} diaiukan secara tertilis diserfai alasan yvang jelas sebelum
berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (3).

Pasal 71
Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dapat dikenakan sanksi
administratif berupa denda.
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan STPD dalam satnan rupiah untuk setiap SPTPD.
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force
majeure).
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Pasal 72
Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang
telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang
belum dilakukan Pemeriksaan.
Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling
lama 2 {dua) tahun sebelum kedaliiwarsa penetapan,
Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD
sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi
administratif berupa denda.
Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda
sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang
dibayar, dihitung dari tanggal jJatuh tempo pembayaran sampai dengan
tanggal pemhayaran untuk jangka waktn paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan
sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2
Penelitian SPTPD

Pasal 73

Bupati atau Pejabat melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayal (1).
Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan /atau penyetoran dengan

tanggal pelunasan dalam SSPD;
b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
¢. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
STPD sehagaimana dimaksud pada ayvat (3) mencantumkan jumlah
kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif
berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang
kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya
masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu
paling lama 24 {dua puluh empatj bulan serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.
Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari
Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat vang ditunjuk dapat melakukan
Pemeriksaan.
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BAB IV
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 74

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
Wajib  Pajak melakukan pembayaran  atau  penyetoran Pajak vyang
terutang dengan menggunakan SSPD.
Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia,
pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran
tunai.
Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak
terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling lama:
a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan
b. 8 (delapan) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak
terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan
sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada
waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sehesar 1% (safu persen) per
bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor,
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih
dengan menggunakan STPD.

Dalam hal Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas

Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli, pembayaran berdasarkan nilai

perolehan objek Pajak.

Dalam hal Pembayaran atau penvetoran BPHTR sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) telah dilakukan oleh Wajib Pajak, dan terjadi perubahan

PPAT/PPATS maka Wajib Pajak dapat mengajukan kepada Kepala

BAPENDA untuk pengurusan pengalihan SSPD BPHTB kepada

PPAT/PPATS yang baru dan dilampiri bukti SSPD BPHTB yang telah

dibayar.

Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual

beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:

a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak
mengajukan  permobonan  pengembalian  kelebihan pembayaran
BPHTB; atau

b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran
kekurangan dimaksud.
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(11) Pembayaran atau penyetoran BPHTRB sebagaimana dimaksud pada ayat

(8) dan ayat (10) huruf b paling lambat dilunasi pada saat
penandatanganan akta jual beli.

Pasal 75

(1) pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum
menandatangani  akia pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan; dan

b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta
atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
berupa:

a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/arau

b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 76

Bukti pembayaran BPHTD sebagai dasar pendaftaran hak atas tanah atau
pendaftaran peralihan hak atas tanah.

Pasal 77
Dalam hal peroleban Hak atas Tanah dan/atau Bangunan vang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek
BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaporan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris

Pasal 78

(1) Bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan
Pasal 76 bherupa S3PD BPHTR yang felah divalidasi dan ditandatangani
oleh pejabat dan distempel.

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melaporkan pembuatan akta atau
risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada
Bupati melalui BAPENDA paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku
juga bagi PPATS, PPAT Khusus, dan PPAT Pengganti.

(4) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan
tanggal dan bulan pengesahan / penomoran akia.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:

a. Nama PPAT/PPATS
b. Nama Wajib Pajak;
¢. Nama Jenis Transaksi {(bentuk perbuatan hukum);
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Nilai Transaksi;

Nilai BPHTB;

Via Bayar dan Kode Bayar; dan

Nomor Pendaftaran Pengajuan BPHTD.
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Pasal 79
Dalam hal terdapat pelanggaran Pejabat Pembuat Akta Tanah /Notaris
dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 avat
(2) ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan merupakan
penerimaan daerah yang dibayarkan ke Kas Daerah dengan
menggunakan STTS.
STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikirimkan berupa file
elektronik kepada PPAT/PPATS, melalui Sistem informasi BPHTS,
STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
STTS yang dikeluarkan oleh Bank pengelola Kas Daerah sebagai tempat
pembayaran  adalah  merupakan  bukii  sah pembayaran  sanksi
administrasi sesuai STPD.

Pasal 80

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) adalah untuk
penyederhanaan administrasi perpajakan sehingga dapat digunakan
untuk kepentingan:
a. BPHTB;
b. pelaporan mutasi subjek dan objek PBB-P2; dan
c. data awal adanya perubahan data yuridis dan Jatau berikut daia fisik

atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan berbentuk
file elektronik yang dikirimkan melalui Sistem Informasi.
Pengisian laporan dilakukan secara otomatis berdasarkan data-data yang
telah diinput untuk mendapatkan nomor booking, Pejabat Pembuat Akta
Tanah/Notaris hanya diwajibkan mengisi untuk data nomor dan tanggal
akta.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan laporan yang
sah yang dikirimkan melalui akun resmi milik PPAT/PPATS pada Sistem
Informasi BPHTB.
Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini dan telah disediakan oleh Sistem
Informasi BPHTB,

Pasal 81
Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) meliputi semua
perbuatan hukum mengenai pembuatan akta

perolehan /pengalihan /pembebanan hak atas tanah dan/atau bangunan
atau hak milik atas satuan rumah susun.

Dalam hal melaporkan pembuatan akta pemberian Hak Tanggungan dan
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, maka nilai tanggungan
tidak dilaporkan.
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Dalam hal membuat akta hibah sebagai pelaksanaan hibah wasiat,
Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya dapat menandatangani akta
pemindahan hak atas tanah dan/atau berikut bangunan setelah wajib
pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Dalam hal pelaksanaan hibah wasiat tidak terutang pajak, maka Pejabat
Pembuat Akta Tanah dapat menandatangani akta tanpa harus
diserahkan bukti pembayaran pajak terlebih dahulu.

Apabhila dalam 1 (saiu} bulan tidak ada akis yvang dibual, PPAT/PPATS
tetap membuat dan menyampaikan laporan.

Apabila PPAT/PPATS berstatus Pensiun/ Cuti/Pindah Wilayah Kerja, agar
segera melaporkan melalui surat kepada Kepala BAPENDA dan
melaporkan perubahan status melalui Sistem Informasi BPHTB,

Bagian Ketiga
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 82

Penelitian S5PD BPHTB meliputi:

a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan
NOPD yang tercantum:

1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
2. pada basis data PRB-P2;

b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam
SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data
PBB-P2;

¢. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan
dalam SSPD BPHTD dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada
basis data PBB- P2;

d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek
pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek
pajak terfentu, dan BPHTR ferutang atau yang harus dibayar;

e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya
pengurangan yang dihitung sendiri; dan

f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari
pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah {MBR).

Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.

Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi MBR sebagaimana dimaksud

pada ayat {1} buraf T yaifu untuk kepemilikan rumah pertama dengan

kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

riteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan

kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah

bagi MBR.

Proses Penelitian atas SS5PD BPHTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara

lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.

Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana
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dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lehih kecil dari
jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan
tersebut.

BAB V
PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 83
Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan
imbauan.
Dalam hai dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat
dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 84
Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 83 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk
melaksanakan Penagihan.
Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) berwenang;
a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
b. menerbitkan:
surat Teguran;
sural periniah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
surat Paksa;
surat perintah melaksanakan penyitaan;
surat perintah penyanderaan;
surat pencabutan sita;
penguimuman leiang;
surat penentuan harga limit;
pembatalan lelang; dan
0. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 85
Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat
(3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan
batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui
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dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung
Pajak diterbitkan Surat Paksa.

Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur
atau menunda pembayaran Pajak, atas U tang Pajak yang diangsur atau
ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan
Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran

Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau
disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah
melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak
Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi
setelah  dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah
melaksanakan penyitaan sehagaimana dimaksud pada ayat {71, Pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) berwenang
melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap
barang yang disita.

Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu
14 {empat belasj hari terhitung sejak pengumuman lelang.

Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan
paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung
sejak dilakukan penyitaan.

Hasil lelang dipergunakan ierlebih dabulu  untuk membayvar biaya
Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum
dibayar.

Pasal 86

Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan
surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:

a.

b,

(1)

penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
atau berniat untuk itu;

penanggung Pajak memindahtangankan barang vang dimiliki atau vang
dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan
usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan
badan usahanya, menggabungkan wusahanya, atau memekarkan
usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau
dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau

terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 87
Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung
Pgjak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan
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memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan
pencegahan dan/ atau penyanderaan.

Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak
mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan
Penagihan Pajak.

Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pejabat dan Jurusita Pajak

Pasal 88
Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Bupati berwenang menunjuk
Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
b. menerbitkan:
surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
surat Paksa;
surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
surat Perintah Penyanderaan;
surat Pencabutan Sita;
pengumuman Lelang;
surat penentuan harga limit;
pembatalan Lelang; dan
0. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan pajak.
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Pasal 89

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak
adalah paling sedikit meliputi:

a.

Q0T

berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang
sederajat;

berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan 11/a;

sehat jasmani dan rohani;

mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; dan

jujur, bertanggungjawab, dan penuh pengabdian.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 90
Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak
terutang untuk jenis Pajak yang dipunguf herdasarkan penetapan Bupati
paling lama:
a. 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD; dan
b. 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT.
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SPPT , SKPD , SKPDKB , SKPDKBT, STPD , Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus
dilunasi dalam jangka waktu 1 {satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SPPT , SKPD ,
SKPDKB , SKPDKBT, SKPDLB , dan SKPDN, jangka waktu pelunasan
Pajak untuk jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan

1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan
Keberatan sehubungan dengan SPPT, SKPD , SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak tertangguh sampai
dengan 1 {satuj bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 91
Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada
waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
Pejabat melaksanakan Penagihan dalam hal Utang Pajak sebagaimana
tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan
Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
Penagihan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD dilakukan sebanyak 3 (tiga)
kali masing-masing paling lama 10 {sepuluh) hari keria.

Pasal 92
Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2), dilakukan
dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Pejabat.
Surat teguran terhadap Wajib Pajak yang menerima SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, STPD dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rentan waktu
masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja.
Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan
terhadap Wajib Pajak vang telah diseinjui untuk mengangsur atau
menunda pembayaran Pajak.

Pasal 93

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:

a.

b.
¢,
d

(1)

secara langsung,

melalui pos;

melalui surat elektronik; atau

melalui sarana lain yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 94
Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus
berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang
diterbitkan oleh Pejabat apabila :




(2)

(&)

(1)

(2)

(3)
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a. Pihak Ketiga atau terdapat tanda- Penanggung Pajak akan
meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk
itu;

b. Penanggung Pajak memindahtangankan Barang yang dimiliki atau
yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan
kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di
Indonesia;

¢. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Paiak akan membubarkan
badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan
usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau
dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

e. terjadi penyitaan atas Darang Penanggung Pajak oleh tanda
kepailitan.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat :

a. namaWajibPajak,ataunamaWajibPajakdan Penanggung Pajak;

h. besarnya Utang Paiak:

c. perintah untuk membayar; dan

d. saat pelunasan pajak.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum

penerbitan Surat Paksa.

Bagian Keempat
Surat Paksa

Pasal 95
Surat Paksa diterbitkan atas Utang Pajak yang tidak dilunasi oleh
Penanggung Pajak setelah lewat batas waktu yang ditetapkan sejak
tanggal disampaikannya Surat Teguran.
Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati
paling lama 21 {dua puluh satu) hari kalender sejak tanggal dikirimnya
Surat Paksa.
Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara
langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Surat
Paksa juga dapat diterbitkan dalam hai:
a. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika
dan Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94; atau
b. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
tercantiim dalam kepuiusan persefujuan angsuran atau penundaan
pembayaran Pajak.

Pasal 96
Surat Paksa berkepala kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESAY,
mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama
dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:




(1)

(2)
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(2)
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Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
dasar Penagihan;

besarnya Utang Pajak; dan

perintah untuk membayar.

8o op

Pasal 97
Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan
penverahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat
Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam berita acara sebagai
pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat {2} paling sedikit berisi:
a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
b. nama Jurusita Pajak;
¢c. nama penerima;
d. tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan
e. ditandatangani oleh Jurusita dan Penanggung Pajak.

Pasal 98

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak

kepada:

a. penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat
lain yang memungkinkan;

b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja
di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang
bersangkutan tidak dapat dijumpai;

c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus
harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan
harta warisan belum dibagi; atau

d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta
warisan telah dibagi.

Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab,
pemilik madal, baik di tempat kedudukan Radan yang bersangkutan,
di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang
memungkinkan; atau

b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha Badan yang
bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah
seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan

kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan

dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat

Paksa diberitahukan kepada orang atan Badan vang dibebani untuk
melakukan pemberesan atau likuidator.

Pasal 99
Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 98, menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak
meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita
Acara bahwa Penanggung Pajak atau pihak-pihak dimaksud tidak mau
menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan antara
lain karena Penanggung Pajak atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 98, tidak berada di tempat, Surat Paksa disampaikan
melaini sekurang-kurangnya sekretaris kelurahan atau sekreiaris desa
setempat dengan membuat berita acara.

Dalam hal Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat
usaha, atau tempat kedudukannya, mengumumkan melalui media
massa, atau dengan cara lain.

Pasal 100
Dalam hal terjadi keadaan diluar kekuasaan Pejabat atau sebab lain,
dapat diterbitkan Surat Paksa pengganti oleh Pejabat karena jabatan.
Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksuod pada avat (1) mempunyai
kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat
Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 95 ayat (1).

Pasal 101
Pejabat atas permohonan Penanggung Pajak dapat melakukan
pembetulan atas Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
Tindakan pelaksanaan Penagihan dilanjutkan setelah kesalahan atau
kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayai (1} dibetuikan oleh Pejabat.

Bagian Kelima
Sita

Pasal 102
Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan
sebelum lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah
Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97.
Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat menerbitkan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 103

Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang milik Penanggung Pajak yang

berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di

tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain

atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat
berupa :

a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito
berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga
lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain;
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dan/atau

b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan
isi kotor tertentu.
Penyitaan terhadap Penanggung Pajak orang pribadi dapat dilaksanakan
atas Barang milik pribadi yang bersangkutan, Barang milik isteri, dan
Barang milik anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki
dilakukan pemisahan secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan
perianiian pemisahan harta dan penghasilan,
Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan
terhadap Barang milik perusahaan, Barang milik pengurus, Barang milik
kepala perwakilan, Barang milik kepala cabang, Barang milik
penanggung jawab, Barang milik pemilik modal, baik di tempat
kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di
tempat lain.
Urutan Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang disita
ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah Utang
Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, kemudahan penjualan, atau
pencairannya.

Pasal 104

Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari

Penyitaan meliputi:

a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan
oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;

b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan
beseria peralatan memasak yang berada di ramah;

c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh
dari negara;

d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan
Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk
pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan;

e. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak
dan keluarga yang menjadi tanggungannya; atau

f peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk
melaksanakan pekeriaan atan usaha sehari-hari dengan jumlah
seluruhnya tidak lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Penambahan jenis Barang bergerak yang dikecualikan dari Penyitaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1)

huruf f ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 105
Penyitaan dilaksanakan oleh Jursita Pajak dengan disaksikan oleh
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk
Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
Dalam melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus:
a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
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b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan

c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.

Setiap melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus membuat Berita
Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak,
Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.

Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita
Acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan
tersebut dalam Rerita Acara Pelaksanaan Sita, dan Berita Acara
Pelaksanaan Sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-
saksi.

Berita acara pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap
sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak udak
hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berasal dari Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya
setingkat Sekretaris Kelurahan/Kepala Seksi atau Sekretaris
Desa /Perangkal Desa,

Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak,
Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan
saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan
mempunyai kekuatan mengikat.

Salinan Derita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempeikan pada Barang
bergerak dan/ atau Barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat
Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang disita berada,
atau di tempat- tempat umum.

Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada Penanggung
Pajak dan instansi terkait.

Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang
mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 106

Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya

dilaksanakan sebagai berikut:

a. membuat rincian tentang jenis, jumlah, dan harga perhiasan yang
disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara
Pelaksanaan Sita;

b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan

dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang dilampiri dengan

daftar rincian jumlah uang tunai yang disita.

Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank

berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, sabam, dan

sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sesuai

peraturan perundang undangan.

Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan dengan:
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a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan
jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan
lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;

b. membuat Derita Acara Pelaksanaan Sita; dan

c. membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang
dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, dan salinannya disampaikan
kepada Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar
utang.

(6) Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampai
dengan jumlah nilai Barang yang disita diperkirakan cukup untuk
melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Pasal 107
Terhadap Darang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai
barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa
dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang
dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan
diputuskan hahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Paiak.

Pasal 108
Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan, Berita Acara Pelaksanaan Sita
ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung
jawab, pemilik modal, atau pegawai tetap perusahaan.

Pasal 109
(1) Dalam hal terdapat Objek Sita yang sama dalam rangka pemenuhan
kewajihan perpaiakan pusat dan  daerah, Pemerintah Pusat dapat
melaksanakan hak mendahului.
(2) Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai peraturan perundang-undangan di Bidang perpajakan.

Pasal 110
Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Objek
Sita di luar wilayah daerah Pejabat, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah
Daerah setempat dan pihak terkait.

Pasal 111
(1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali

apabila menurut Jurusita Pajak Barang dimaksud perlu disimpan di

kantor Pejabat atau di tempat lain.

(2) Dalam hal Penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak dan/atau

Penanggung Pajak:

a. Barang bergerak yang telah disita dapat dititipkan kepada aparat
Pemerintah Daerah vang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita;

b. Barang tidak bergerak pengawasannya diserahkan kepada aparat
Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita
tersebut.

(3) Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat penitipan Barang yang
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telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 112

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

a.

b.

(1)
(2)

(3)

nilai Barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan
pajak dan utang pajak; atau

hasil lelang Barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya
penagihan pajak dan niang paiak.

Pasal 113

Atas barang yang disita dapat ditempeli atau diberi segel sita.
Penempelan segel Sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat
dan bentuk barang sitaan.
Segel Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-
kurangnya:
a. kata "DISITA";
b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak,

meminjamkan, atau merusak Barang yang disita.

Pasal 114

Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi
biaya penagihan Pajak dan utang Pajak atau berdasarkan putusan
pengadilan, atau putusan badan peradilan Pajak.

Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan Suraf Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Pejabat.

Surat Pencabutan Sita sekaligus berfungsi sebagai pencabutan Berita
Acara Pelaksanaan Sita disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada
Penanggung Pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan
pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Penanggung Pajak.

Pasal 115

Penanggung Pajak dilarang:

a.

(1)

memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan,
menvembunyikan, menghilangkan, afan merusak barang yang telah
disita membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak
tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;

membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau
diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan/ atau

merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Derita
Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada Barang sitaan.

Bagian Keenam
ielang

Pasal 116
Apabila Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi
setelah dilaksanakan Penvitaan. Pejabat berwenang melaksanakan
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penjualan secara Lelang terhadap Barang yang disita melalui Kantor
Lelang.

Barang yang dikecualikan dari penjualan secara Lelang sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} meiiputi :

a. uang tunai ; dan

b. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.

Barang yang disita berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} huruaf a digunakan untuk membayvar Utang Paiak dan Biava
Penagihan Pajak dengan cara disetor ke Kas Daerah.

Pasal 117
Apabila Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi
setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan
penjualan secara lelang atau tidak secara lelang, maupun menggunakan
atau memindahbukukan barang yang disita untuk pelunasan Utang
Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak dimaksud.
Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepaf setelah jangka waktu
14 (empat belas hari) terhitung sejak Pengumuman Lelang.
Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan
paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung
sejak penyitaan.

Pasal 118

Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi
biaya penagihan pajak dan utang pajak, maka pelaksanaan lelang
dihentikan dan sisa barang serta kelebihan uang hasil lelang
dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak paling lambat 3
(tiga) hari setelah pelaksanaan lelang.

Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman
Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3), Penanggung
Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat
melakukan penjualan Barang sitaan melalui Kantor Lelang negara.

Pasal 119
Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
Lelang tidak dilaksanakan dalam hai:
a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan
Pajak;
b. berdasarkan putusan pengadilan; atau
c. Ohjek lelang misnah

Pasal 120

Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar Biaya
Penagihan Pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar
Utang Pajak.

Dalam hal hasil Lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk
melunasi Biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak, pelaksanaan Lelang
dihentikan oleh Pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
Sisa barang beserta kelebihan uang hasil Lelang dikembalikan oleh
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Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan Lelang.

(4) Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada
pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti
otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

Pasal 121

Tata cara pelaksanaan lelang dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pencegahan dan Penyanderaan

Pasal 122

(1) Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan/atau
Penanggung Pajak vang mempunyai jumiah Utang Paiak paling sedikit
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya
dalam melunasi Utang Pajak.

(2) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai
Penanggung Pajak Wajib Pajak Badan, atau ahli waris.

{(3) Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya
Utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan.

(4) Pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 123
Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang
mempunyai Utang Pajak paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.

BAB VI
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 124
(1) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak terutangnya Pajak,
Bupati atan Pejabat dapat menerbitkan SKPDKB, S8KPDKBT, SKPDLB,
dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan
sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal
terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
a. hasil Pemeriksaan; atau
b. penghitungan secara jabatan karena:
1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu
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tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak

disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam

Surat Teguran; atau

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal
ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan
menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan
Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal
jumlah Pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau
Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 125

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran
Pajak, Bupati atau Pejabat menerbitkan SKPDLB.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 126

Jumlah kekurangan Pajak yang teruiang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi
administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak
yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya
Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun
Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu) bulan.
Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 124 ayai (2) huruf b dikenakan sanksi adminisiratif berupa
denda sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau
terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau
berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai
dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi
administratif berupa:
a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang

kurang dihayar uniuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (2) huruf b; atau

b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang
kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.

Jumiah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dikenakan sanksi administratif
berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan
Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayai (2), dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
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Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak

Pasal 127

Dalam jangka waktu paling lama 5 {lima) tahun sejak terutangnya Pajak,

Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan STPD.

Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang

dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat {1} dalam hal:

a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang
dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran; atau

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang

dipungut  berdasarkan  penghitungan senditi  oleh  Wajibh  Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam hal:

a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;

b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai
akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya
oleh Wajib Pajak;

c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar
setelah jatuh tempo pembayaran; atau

d. Wajih Pajak dikenakan sanksi administeatil berupa bunga dan/atau
denda.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang

dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa denda

sebesar 1% (satu persen] per bulan dihitung dari Pajak yang kurang

. dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan

tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 {satul bulan.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar
0,5% (nol koma lima persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang
dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan
tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 {dua puluh
empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan
dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB VII
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 128
Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Pejabat dapat
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melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,

atau SKPDLB yang dalam penerbitan terdapat kesalahan tulis dan/atau

kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat
Keputusan Pembetulan.

(3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud  pada ayat (1), Pejabat  menindaklanjuti
permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap
permohonan Wajib Pajak.

(4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat
dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

(5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat menerbitkan Surat
Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
permohonan pembetulan diterima.

(6) Permohonan Pembetulan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan oleh Wajib Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh
tempo pembayaran.

(7) Kepala Bapenda dapat memperpanjang Permohonan Pembetulan SPPT
dalam kondisi tertentu.

(8) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi
keputusan berupa:

a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan
kesalahan atau  kekeliruan yang dapat berupa menambahkan,
mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang,
maupun sanksi administratif berupa denda dan kenaikan Pajak; atau

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun
ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai
dengan tata cara yang ditentukan; dan

¢. menolak permohonan Wajib Pajak.

(9) Pejabat dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif
berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena
kesalahannya.

(10) Pejabat dapat membatalkan ketetapan dan/atau memblokir SPPT PBB-P2
vang diajukan melalui permohonan oleh Kepala Desa/Lurah dengan
sebab antara lain :

a. PBB P-2 terutang lebih dari 3 (tiga) tahun berturut- turut belum
terbayar dapat diblokir secara sistem oleh Bapenda,;

b. Data ganda objek pajak bumi dan/atau bangunan yang sama; dan

¢. Objek paiak bumi dan/atau bangunan tidak ditemukan.

(11) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diajukan oleh Kepala
Desa/Lurah mengetahui Camat kepada Kepala Bapenda dengan
melampirkan SPPT PBB- P2 asli tahun yang bersangkutan.

(12) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diagjukan paling lama
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30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jatuh tempo.

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 129
Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Pejabat.
Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampauii dan Pejabat tidak memberikan suatu kepuiisan, permohonan
pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan
untuk melunasi terlebihh dahulu utang Pajak.
Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB.
Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan seielah lewat
2 (dua) bulan, Pejabat memberikan imbalan denda sebesar 0,5% (nol
koma lima persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pembayaran Pajak.

Bagian Kedua
Kriteria Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 130

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak diberikan dengan kriteria sebagai

berikuf :

a. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan
Pajak;

b. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan
atau Putusan Banding atau putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah
Agung;

c. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan
Pembetulan;

d. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan
pengurangan sanksi adminisirasi atau suraf keputusan penghapusan
sanksi administrasi;

e. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat Kkeputusan

pengurangan surat ketetapan Pajak atau surat keputusan pembatalan
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surat ketetapan Pajak;

Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan
pengurangan STPD atau surat keputusan pembatalan STPD;

adanya pembatalan transaksi atau pembatalan terjadinya perolehan hak,
khusus untuk jenis Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
atau

Pajak yang lebih dibayar karena adanya kesalahan dalam penerapan
ketenfuan peraturan perundang-undangan perpaiakan daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 131
Permohonan Restitusi diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan
disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA atau Pejabat.

Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:

a. nama dan alamat Wajib Pajak;

b. nama dan alamat kuasa apabila dikuasakan;

¢. nama dan alamat objek Pajak;

d. NPWPD dan NOPD;

e. masa Pajak dan/atau tahun Pajak;

f. penghitungan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

g. nomor rekening bank Wajib Pajak; dan

h. alasan permohonan Restitusi.

Persyaratan permohonan Restitusi sebagai berikut:

a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan kuasanya apabila dikuasakan;

b. fotokopi bukti pembayaran Pajak;

c. fotokopi SSPD dan SPTPD dengan memperlihatkan aslinya;

d. fotokopi surat ketetapan pajak/ SPPT/ Surat Kepuiusan Keberatan
Pajak/ Putusan Banding/ putusan peninjauan kembali/ Surat
Keputusan Pembetulan/ surat keputusan pengurangan sanksi
administrasi/surat keputusan penghapusan sanksi
administrasi/surat keputusan pengurangan surat ketetapan
Pajak/surat keputusan pembatalan surat ketetapan pajak/ surat
keputusan pengurangan STPD/ surat keputusan pembatalan STPD;

e. surat keterangan dari Camat bahwa PPATS pindah, meninggal dunia;

f. fotokopi faktur, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti
Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB] untuk jenis Pajak kendaraan
bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;

g. fotokopi akta jual beli/ akta hibah/ akta waris/ akta pembatalan jual
beli untuk jenis Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB); dan

h. fotokopi surat keterangan bahwa akta jual beli belum ditandatangani
yang diterbitkan oleh notaris untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB).

Pasal 132
Kepala BAPENDA atau Pejabat melakukan penelitian formal permohonan
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Restitusi.

Penelitian formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian

atas kelengkapan pemenuhan persyaratan permohonan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. menolak dengan surat penolakan yang disertai alasan yang jelas, jika
persyaratan permohonan tidak lengkap; atau

b. menerima dengan memberikan tanda terima dan memproses
permohonan  Restitusi, jika persyaratan permohonan  dinvatakan
lengkap. ‘

Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan Restitusi

dengan melengkapi kekurangan persyaratan.

Terhadap permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b, Kepala BAPENDA atau Pejabat melakukan Pemeriksaan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Pasal 133
Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya
permohonan Restitusi Kepala BAPENDA memberikan keputusan menolak
atau menerima.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) didasarkan pada hasil
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (4), kecuali
permohonan Restitusi yang didasarkan pada Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding atau putusan peninjauan kembali.
Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksad dalam
Pasal 132 ayat (4) Wajib Pajak tidak memiliki utang Pajak, Kepala
BAPENDA atau Pejabat menerbitkan SKPDLB.
Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 132 ayat (4) Wajib Pajak memiliki utang Pajak, Restitusi langsung
diperhitungkan untuk meiunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
dilampaui dan Kepala BAPENDA atau Pejabat tidak memberikan
keputusan, permochonan Restitusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB
harus diterhitkan dalam jangka wakiu paling lama 1 (satu] bulan setelah
jangka waktu tersebut berakhir.

Pasal 134
Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Kepala
Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan atas nama Dupati
selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak Daerah.
Restitusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak diterbitkannya SKPDILR.

Pasal 135
Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan
menerbitkan SPMKPD berdasarkan Surat Keputusan Pengembalian
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Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
134 dan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133.
(2) SPMKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
a. ldentitas Wajib Pajak dan kuasanya apabiia dikuasakan;
b. NPWPD dan NOPD atau nomor pendaftaran/registrasi;
c. Nomor rekening bank Wajib Pajak;
d. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah;
dan
e. SKPDLB.

(3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi dokumen Restitusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan dinyatakan lengkap, Kepala Perangkat
Daerah yang menangani urusan keuangan memproses pencairan
Restitusi.

Bagian Keempat
Pembiayaan Restitusi

Pasal 136
Pembiayaan Restitusi pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya dilakukan
dengan membebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
PENGHAPUSAN FIUTANG PAJAK

Pasal 137
(1) Bupati dapat menghapus piutang Pajak Daerah.
(2) Piutang Pajak orang pribadi atau badan yang dapat dihapus adalah nilai
piutang pajak daerah yang tercantum dalam:
SPTPD;
SKPD/SPPT;
SKPDKB;
SKPDKDBT;
STPD; dan
Surat Keputusan Pembentulan, Surat keputusan Keberatan dan
Putusan Banding serta Putusan Peninjauan kembali yang
menyehabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

mo a0 TP

Pasal 138
(1) Penghapusan piutang Pajak Daerah dilakukan terhadap orang pribadi
yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena:

a. Wajib pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan
tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris
atau ahli waris tidak dapat ditemukan,;

b. Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

e, Objek Pajak Daerah rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan
kembali;

d. Objek Pajak hilang atau musnah;
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e. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah
dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan
perundang - undangan dibidang perpajakan;

f. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa; setelah
melampaui waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak terutangnya pajak,
kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang
perpajakan daerah;

g Hak negara untuk melakukan penagihan Pailak Daerab fidak dapat
dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya
perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

h., Sebab lain sesuai hasil penelitian administrasi dan/atau penelusuran
lapangan, antara lain :

1) Duplikasi data atas subjek maupun objek Pajak Daerah
bersangkutan dan atas duplikasi tersebut telah dilakukan
penelusuran oleh tim yang ditunjuk oleh BAPENDA dengan
disertai Berita Acara;

2) Subjek maupun objek berpindah alamat dan tidak ditemukan
dengan dibuktikan hasil penelusuran oleh tim yang ditunjuk
BAPENDA dengan didukung Berita Acara yang diketahui oleh
Kepala Desa atau Lurah setempat;dan

3) Sebab lain sesuai ketentuan perundang — undangar.

Penghapusan Piutang Pajak Daerah dilakukan terhadap pajak pajak

badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan

karena :

a. Wajib paiak bubar, likuidasi atau pailit dan penanggung pajak fidak
dapat ditemukan;

b. Objek Pajak Daerah rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan
kembali;

c. Hak negara untuk melakukan penagihan Pajak Daerah tidak dapat
dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya
perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

d. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa setelah
melampani wakiu 5 (limal Tahun terhitung sejak terutangnya pajak,
kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang
perpajakan daerah; dan

e. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 139
Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak
dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 137 dan Pasal 138, wajib dilakukan penelitian setempat atau
penclitian administrasi oleh BAPENDA.
Penelitian setempat atau penelitian administrasi meripakan inventarisasi
piutang pajak daerah yang sudah tidak dimungkinkan penagihannya oleh
BAPENDA disertai alasan tentang kesulitan penagihannya dan hasilnya
dituangkan dalam laporan hasil penelitian.




(3)

(4
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Laporan hasil penelitian setempat atau penelitian administrasi
penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), sekurang-kurangnya memuat :

NOP/NPWPD;

Nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;

Alamat Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;

Jenis Pajak Daerah;

Tahun Pajak;

Jumlah Piutang Pajak Daerah lainnya yang akan dihapuskan atau
yang akan dicadangkan untuk dihapuskan; dan

h. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

Laporan hasil penelitian setempat atau penelitian administrasi
penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dituangkan dalam contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

m e ae o

Pasal 140

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 hanya dapat
diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

)

Pasal 141
Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian, Kepala BAPENDA menyusun
Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 139
Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah.
PPKD menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak
sebagaimana dimaksud dalam ayat {2) kepada Bupati.

Pasal 142
Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang
pajak berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat
(3).
Penghapusan piutang pajak untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,-
(Lima Milyar Rupiah) dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Bone.
Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak menghapuskan
piutang pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat (2) huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e dituangkan dalam contoh format
sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 143

Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak sebagai
mana yang dimasud pada pasal 142 ayat (1), BKAD selaku PPKD melakukan :

a.

Penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak;




b.

(1)

(2)

)

(5)

(6)

(7)

(8)

©)

» 6] =

Hapus tagih atau hapus buku atas piutang pajak sesuai dengan standar
akuntansi yang berlaku.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING PAJAK

Bagian Kesatu
Keberatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 144

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat
terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau
pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang
atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan
penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
Pengajuan Keberatan scbagaimana dimaksud pada ayat (I} harus
diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau
tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan kahar.
Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
bencana alam;
kebakaran;
kerusuhan massal atau huru-hara;

wabah penyakit; dan/ atau
keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak
terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKRBT, SKPDILB, SKPDN, atau
pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah
yang telah disetujui Wajib Pajak.
Keberatan yvang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada avat (1), avat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat
keberatan.
Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau
melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang
diberikan Bupati atau Pejabat kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti
penerimaan surat keberatan.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan
atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan
tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat
Keputusan Keberatan,
Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan

®pogp




(10)

(2)

(3)

(4)
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keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sebagai

utang Pajak.

Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2,

SKPDLDB PBB-P2 yang diajukan secara pribadi, diberikan oleh :

a. Pejabat yang ditunjuk dalam hal jumlah PBB-P2 yang terutang paling
banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

b. Bupati, dalam hal jumlah PBB-P2 yang terutang lebih dari
Rp250.000.000,00 {dua ratus lima puluh juta rupiahj.

Pasal 145

Bupati atau Pejabat harus memberi keputusan atas keberatan yang

diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat

(1).

Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bupati atau Pejabat dapat melakukan Pemeriksaan.

Keputusan Bupati atau Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dalam jangka wakiu paling lama 12 {dua belas) bulan sejak

tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal

144 ayat (7).

Keputusan Bupati atau Pejabat atas keberatan dapat berupa:

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib
Pajak;

¢. menolak dalam hal Paiak terutang herdasarkan hasil penelitian sama
dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang
diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak
terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang
terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan
oleh Wajib Pajak.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati

atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan

yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 146

Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak.

()

Paragraf 2
Persyaratan Pengajuan Keberatan Pajak Daerah

Pasal 147
Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 144, harus memenuhi persyaratan dan melampirkan dokumen
pendukung.




(2)

(3)

(4)

(5)

{6)

B«

Persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

yaitu sebagai berikut:

a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

b. 1 {satu) keberatan diajukan untuk i {satuj surat ketetapan pajak;

c. mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan
Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar
penghitungan;

d. Surat Keberatan ditandatangani Wajib Pajak, dalam hal fidak
ditandatangani Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa bermaterai
cukup;

e. Wajib Pajak telah membayar utang pajaknya, paling sedikit sejumlah
yang telah disetujui berdasarkan penghitungan Wajib Pajak atau
berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan,;

f. Diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
surat ketetapan pajak atau SPPT dan/atau SPTPD, kecuali Wajib
Pajak dapat menunjukkan jangka waktu tersebut tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di Tuar kekuasaannya; dan

g. Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan atas surat
ketetapan pajak yang diajukan keberatan, berupa:

1. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;

2. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak
benar,

3. pengurangan ketetapan pajak atau pokok pajak;

4, pembatalan hasil pemeriksaan atau Kketetapan pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukan; dan

5. keringanan atau pembebasan pajak.

Dokumen pendukung yang harus dilampirkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), terdiri atas :

Fotokopi SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/ SPTPD/SKPDN;

fotokopi KTP Wajib Pajak;

fotokopi KTP penerima kuasa;

surat kuasa bermaterai cukup, jika pengajuan dikuasakan fotokopi

bukti pembayaran Pajak Daerah berdasarkan penghitungan Wajib

Pajak atau berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan; dan

e. dokumen-dokumen yang mendukung pengajuan keberatan.

Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan Surat Keberatan, apabila

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf

¢, huruf d dan huruf e belum terpenuhi, selama masih dalam jangka

waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf f.

Tanggal penyampaian Surat Keberatan yang telah  diperbaiki

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan tanggal Surat

Keberatan diterima.
Keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf f, meliputi:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. huru-hara/kerusuhan massal;

a0 TP




(7)

(1)
(2)

3)

(1)

(2)

(3)

(%)

(1)
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d. adanya Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang
mengakibatkan adanya perubahan jumlah ketetapan pajak; dan/atau

e. keadaan lain berdasarkan permochonan kondisi Wajib Pajak.

Jangka waktu pelunasan pajak yang masih harus dibayar terhadap surat

ketetapan pajak atau SPPT dan/atau SPTPD yang diajukan keberatan,

tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat
Keputusan Keberatan.

Paragraf 3
Penyampaian Surat Keberatan

Pasal 148

Wajib Pajak menyampaikan Surat Keberatan kepada Kepaia BAPENDA
sesuai tempat Wajib Pajak atau lokasi objek pajak terdaftar.
Penyampaian Surat Keberatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. penyampaian secara langsung;
b. penvampaian melalui pos atan jasa ekapedisi atau jasa kurir dengan

bukti pengiriman surat; atau
c. cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
Surat Keberatan yang disampaikan melalui cara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diberikan bukti penerimaan surat oleh
petugas pajak yang merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
Format Bukti Penerimaan Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
sesuai Lampiran Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Tindak Lanjut Surat Keberatan

Pasal 149
Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2), dianggap bukan merupakan Surat
Keberatan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.
Kepala BAPENDA atau pejabat yang berwenang, menyampaikan surat
pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang pengajuan keberatannya tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan
disertai alasan pertimbangan.
Surat Keberatan yang memenuhi persyaratan dan melampirkan dokumen
pendukung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) dan ayat
(3), ditindaklanjuti ke proses penyelesaian keberatan.
Format Surat Pemberitahuan Pengajuan Keberatannya Tidak Memenuhi
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Pencabutan Surat Keberatan

Pasal 150
Wajib Pajak dapat mencabut Surat Keberatan yang telah disampaikan




35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
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Berita Acara Penelitian (BAP)

Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah (LHPPD)

Surat Keputusan Keberatan

Surat Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Bayar Pajak

Surat Keputusan Pengembalian Atas Kelebihan Bayar Pajak

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);dan

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD):




PEMERINTAH KABUPATEN BONE No. Formulir m[ l ] I “__ﬂ

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Selain yang diisi oleh petugas (bagian yang diarsir) diisi

. oleh wajib pajak
; |  SURAT PEMBERITAHUAN OBIEK PAIAK R
1. JENIS TRANSAKSI [ ] 1. Perekam Data [ | 2 pemutakhiranData [ ] 3. Penghapusan Data

PR DTl KEC KEL/DES  BLOK No. URUT

2. Nop L) OO0 C000 L0 (O CEEDD O
. NOPBERSAMA L L) LD OO0 O 0110 O

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

& NoP AsAL LA LR L PRI T LI 1
5. NOP ASALSPRT LAMA RENN

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

6. NAMAJALAN 7. BLOK / KAV / NOMOR
NERENENNENNERENERERNEN APREEENEN
8. KELURAHAN/DESA 9, RW 10, RT
LLI LTI ITTITTITTITITT L1l ERR

C. DATA SUBJEK PAJAK
11. STATUS l:] 1. PEMILIK 2. PENYEWA 3. PENYEWA 4, PEMAKAIL 5. SENGKETA
12. PEKERJAAN 1. PNS *) 2. ABRI *) 3. PENSIUNAN *) 4. BADAN 5. LAINNYA

13. NAMA SUBJEK PAJAK

HEEEEEEEEEEENEEREREEEEEN

14. NOMOR KTP

HEERENANEEENR NS

15. NAMA JALAN

HNENEENENEREREENEENEEEN

16, KELURAHAN/DESA 17. RW 18. RY

N 00 (1] [1T]

19. KABUPATEN /KOTA

V0 U L O o

D. DATA TANAH
20. LUAS TANAH EEEEREELE 21. ZONA NILAI TANAH | ] ]
22. JENISTANAH | | 1. Tanahs [ |2 Kaving [ | 3. TanahKosong []a Fasilitas
Bangunan Siap Bangun

Catatan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiun




E. DATA BANGUNAN

23. IUMLAHBANGUNAN [ [ [ |

F. PERNYATAAN SUBYEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan
lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 12 tahun 1985

24. NAMA SUBYEK PAJAK/ 25. TANGGAL

26. TANDA TANGAN
KUASANYA

Dalam hat bertindak sefaku kuasa surat harap dilampirkan

Dalam hal Subyek Pajak mendaftarkan sendiri Onyek Pajak supaya menggambarkan Sket/Denah lokasi Obyek Pajak
Batas waktu pengambilan SPOP 30 {tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subyek Pajak sesusi Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 12 tahun 1985

G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEIABAT YANG BERWENANG
KEPALA DUSUN 7 KEPALA LINGKUNGAN
27. TANGGAL(TGL/BIN/THN) [T T T T T T[] 27. TANGGAL (T6L/BLN/THN) [ [ [ [T T 1]
28. TANDA TANGAN 28. TANDA TANGAN
29. NAMA JELAS ) 29. NAMA JIELAS
0. MPLLTTTTTTTITITTITITITTIT 0 s me LI T T T T T ITIIITITIIO
MENGETAHLY
LURAH/ LEPALA DESA
| P )

SKET / DENAH LOKASI OBIEK PAJ

KETERANGAN : Contoh penggambaran

- Gambarkan sket.denah lokasi Objek
Pajak (tanpa skaia) yang diubunglan
dengan jalan raya/ jalan prowkol,

i, Tugsi

jalan lingkungan dan lain-lain, yang JI. Badak
mudah diketahui umum

- Sebutkan batas-batas pemilikan Agun Asrul
sebelah utara, selawmn, timur dan

barat

Susi
Yuli




LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

wo.rormue [ [ [T TILLT]

1. JENIS TRANSAKSI |1 Perekaman Data ]
~ [[]4. penitaian individu

2. Pemutakhiran Data 3. Penghapusan Data

PR DTH  KEC mfoes BLOKNo.

URUT 3. JUMLAH BANGUNAN ] I I

8. TAHUN DIRENOVASI

[IT1]

e ED[DLLJJLLLJLU_ILUJ_!EI i
A RINCIAN DATA BANGUNAN
5, INS PENGGUNAAN D 1. Perumahan [[] 2 perkantoran swasta [] 3 pabrik
BANGUNAN [[] & tokosapotik/pasarruko [ | 5. Rumah Sakit/Kiinik [] ©.ofah Raga/ Rekreasi

[] 7 Hoteyrwisma [L] 8 BengkelfGudangPertanion [ ] 9. Gedung Pemerintahan
[7] 10. caintain [] 11 8angunen Tidsk kenapaisk 7] 12. Bangunen barkir
[[] 13. Apartemen [] 14.pompasensin [[] Tangki Minyak
Dis,culungmrm

6. waseavcaunangey | [ [ TTTTT 7. umuaneanta [ ] ]

9. TAHUN DIBANGUN (11T 10. DAYA LISTRIK ERRESEINER
TERPASANG (WATT)
11. TAHUN DIRENOVAS [ ] 1. Semsat []2. saik [[] 3. Sedare [Jo bk ™ 5 seng
Baik
12, KONSTRUKSI [[] 1 Baia []2. Beton []s. BatuBata [ 4 Kayw  [] 5 seng
13. ATAP [ ] 1 pecrabon/beton [ ] 2. Genteng/Beton [ s cgpimsa [ o Aes  [] 5 semen
jarg Glazur Alurninium Sirup
14. DINDING [] 1 Kaca/Aluminium [ ] 2. Beton []3 Bausata [] 4 Kawu 6. Tidak Ada
15. LANTAI [:l 1. Marmer Dz_ Keramik Da. Teraso D 4, Ubin PC/Papan
16, LANGIT-LANGIT || 1. tikgsams []a. Terileks/nebes/  []3 midakada [ ] a. TidekAds
Bambu
"B, FASILITAS
17. JUMLAH AC msda [:D Window 18. ACSENTRAL 1. Ada 2. Tidak ada

19. RUANG KOLAM
RENANG (M?)

(11T

[] 1. Diplaster ] Dengan Pelapis

20. Lumnmmummm’}
LLTT T ningan  [TTT[] serat
[TLLL) seds  [TTTT] Soremtremspion

BAHAN PAGAR [7] 1. Baja/Besi [ ] Baty/ Batako

21. JUMLAH LAPANGAN DGR LAMPU TANPALAMPU | 22, JUMILAR LIFT 73, IUMLAN TANGGA BERIALAN
TENIS [T eeton 13 [T ] penumpang
Lbr<0,80
[ 1] aspal L] [T ] xapsu Lbr<0.81
[T] Tanah tiat/Rumput [ | | L 1] sareng
24. pacaRPANIANG (M) | [ [ ] ] 25, PEMADAM [ ] 1.Hydrant [ ] 1.ada [] 2 Tidakada
KeBAKARAN [ 2, sprinkler ] 1.ada ] 2. Tidak Ada

[ 3. ire

[(Orada [0 2 Tidakada

ENEY

26, 1ML, SALURAN PER PEBX

LLIT]

27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS




C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8

D PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN {iPB = 3/8)
28. TINGGI KOLAM (M) [ | | 29. LEMBAR BENTENG (M) | [ |

2. oavaoukons (L1113 e oivoime v mERR

LANTAI {g/M’)

32 Luasmezzane vy [ [ ]]

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON TAMBAHAN

D PERKANTORAN SAWASTA/GEDUNG PEMERINTAH (JPB = 2/9)

accentra’) [T T]

30 KELASBANGUNAN [ | 1 keLasy [Jamas2  [Tawenss ] axeiass
(] TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (PB = 4)
34 weaseaNGUNAN [ ] Lasy [ ]2 sz [lammass [] aweasa
[ ] RUMAH sAKIT/KLINIK (PB = 5)
35. KELASBANGUNAN [ | 1 KeLAS| [ ]2 kewas2 [] 3 xewass [] a.xketasa
36. LUAS KAMAR DGN 37. LUAS RUANGAN LAIN DGN
AC CENTRAL [TIT] ] accentraLivy [ 1 1 [ ]|
[] ovan racA/REREAS! (sP8 = 6)
38 KELASBANGUNAN [ ] 1. KeLass []1keas2
[ ] HOTEL/ Wisma pipB = 7)
39. JENIS HOTEL % LNonkesort [ |2.Resot [ ]3.Bintangs [ ]a. Bintang1-2 5. Non Bintang
40. IMLBINTANG 1. Bintang 5 [] 2. bintang 8
41, IMLKAMAR [(TTTT] a2 muamas on 43, LUAS RUANGAN LAIN DGN

accentraumy) [ [T T T

DBANGUNAN PARIKIR JPB = 12)

46, JUMLAH APARTEMEN D:]:Dj 47. LUAS APT DGN

44. TYPEBANGUNAN | | 1.TvPE4 [ ] 1 1veea L] 1 rvee2 [ 1rvees
(] aparvemEn o8 = 13)
45. KELASBANGUNAN | | 1 KELAS! L] 2. keras 2 [ 3.kewas3 [] axewasa

48. LUAS RUANGAN LAIN DGN

accentracwy [T TTT]

accenmau’y [T 1T
[ ] TaneKk minvak

49. KAPASITAS TANGKI (M”) []:D:D SO. LETAKTANGKI || 1. Diatas Tansh

[] 2 omawah Tarsh

[] GEDUNG SEKOLAH (1PB = 16)
51 KELASBANGUNAN [ ] 1. KeLASI [ ] 1 kewas2

E. PENILAIAN IDIVIDUAL {x 1000 Rp.)

52. NILAI SISTEM AERENEERDE $3. NILA! INDIVIDUAL

REREEERENR

F.IDENTITAS PEHMTA{PEIABAT YANG BERWEWG

58, NiP _ . 58 NIp

PETUGAS PENDATA . MENGETAHUI PESABAT YANG BERWENANG

4. TANGGALKunsuneankemsaul | [ | [ [ [ [ [ |

55. TANGGAL PENDATAAN EREREEEN ss.mancaateeneuman [ [ T T T T T 1]
56. TANDA TANGAN 56. TANDA TANGAN

57. NAMAJELAS 57. NAMA JELAS




BENTUK KARTU IDENTITAS NPWPD

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

NAMA WAJIB PAJAK/USAHA

......................................................

ALAMAT e AR S
NPWPD 1 XXX-XXX-XXXX-XX-X-XXXX
WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK B uapubeh bR s AR AR Spas
TERDAFTAR TANGGAL
Bone.,........
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bone,
NiP
PERHATIAN

1. Kartu ini diberikan atas jenis usaha/obyek pajak:

2. Kartu ini harap disimpan dengan baik dan apabila hilang agar segera melapor ke
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

3. NPWPD agar dicantumkan dalam hal yang berkaitan dengan dokumen perpajakan
daerah,

4. Dalam hal wajib pajak pindah domisili, bubar dan sebab- sebab lain supaya
melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

Dengan membayar pajak secara tepat dan benar, Anda turut membangun Kabupaten
Bone.

CONTOH KARTU NPWPD

PEMERINTAH KABUPATEN BONE

KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH
ALAMA
NPWP

JENIS
NAMA WAJIB PAJAK/USAHA

TERDAFTAR




FORMAT NPWPD
Format NPWPD terdiri dari
berapa digit? Misalnya:

FORMAT NPWPD TERDIRI DARI 18 (DELAPAN BELAS) DIGIT YANG
TERDIRI DARI:

DIGIT 1-3 ADALAH KODE KECAMATAN
DIGIT 4-6 ADALAH KODE DESA

DIGIT 7-11 ADALAH KODE NOMOR
URUT CONTOH: 00001, 00002,
00003, DS3T

. DIGIT 12-13 ADALAH TAHUN

PENDAFTARAN CONTOH:
21 ADALAH PENDAFATARAN YANG DILAKUKAN DI TAHUN 2021
22 ADALAH PENDAFATARAN YANG DILAKUKAN DI TAHUN 2022

DIGIT 14 ADALAH KODE STATUS
WAJIB PAJAK STATUS WAJIB
PAJAK:

1.ORANG PRIBADI

2.BADAN

3.PERANGKAT DAERAH

DIGIT 15-18 ADALAH KODE JENIS PAJAK

1. PAJAK PBJT

2. PAJAK REKLAME

3. PAJAK AIR TANAH

4. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
5. PAJAK PARKIR




4. FORMULIR PENDAFTARAN NPWPD

A. FORMULIR PENDAFATARAN N PWPD PAJAK PBJT (SELF ASSESSMENT)

Nomor Formulir:

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DINAS

PAJAK PBJT (SELFASSESSMEN TSYSTEM)

FORMULIR PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PA[AK DAERAH WD)

PERHATIAN
n W Harap Diisi dengan huruf CETAK.
2. Beritanda V pada Yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
DIISI OLEH WAJIB PAJAK
Jenis Waijib Pajak i | OPD (Organisasi Perangkat Daerah)
Usaha
DATA WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak H

2. Alamat (Foto Copy Surat Keterangan Domisili /KTP Pemilik dilam pirkan)

Jalan/No t Kabupaten

RT/RW Nomor Telepon :

|Desa/Kelurahan KodePos : I I I | I [ ]

Kecamatan

DATAOBYEKPAJAK _

1.  NamaUsaha/Obyek

2. Suratlrinyangdimiliki{FotoCopySuratizinharapdilampirkan)

Suratizin Nomor : Tanggal :

Surat Nomor : Tanggal :

Surat Nomor : Tanggal :

Surat Nomor : Tanggal :

3.  Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)
4.1.1.01 PBJT atas: _
1.  Makanan dan/atau D 4. Jasa Perhotelan D
minwman Jumlah Kamar
Jamish Fg Jenis fTipe jumiah Harga/malam
i Double Bed

Single Bed

2. Tenaga listrik D
DATA TEKNIS
ARG Fasilitas Harga
Merk/Type Generator
MesinPenggerak St GBS /Uap/Air /Diesel* T

FaktorDaya
Surat Izin Nomor :

GENSET

5. Jasa Kesenian dan
Hiburan

Kapasitas Daya visses s KV JenisHiburan :
Tegangan rasasnananr VOIL - tontonan film
Jumlah t s Phase - pagelaran kesenian,
musik, tari, dan busana
3.  Jasa Parkir D - kontes kecantikan,
Kendaraan roda dua: - binaraga
- sepeda % - pameran
- motor - diskotik, karaoke, klab

Kendaraan roda empat: - sirkus, akrobat & sulap

D Permanen

Insidental

.

L0




- pusat kebugaran
- pertandingan olahraga

4.  AlamatLokasilUsaha

alan/No Kabupaten
RT/RW Nomor Telepon 3
Desa/Kelurahan KodePos : D]I]
Kecamatan
PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku, saya atau yang
|saya MMMWMWMMMMMWWMh benar, fengkap dan jelas,




FORMULIR PENDAFATARAN NPWPD PAJAK REKLAME (OFFICIAL ASSESSMENT)

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DINAS

JenisPermohonan

PAJAK REKLAME®)
I.

Nama Badan Usaha

Nama Direksi/ Pemilik Usaha
NIK

Alamat WajibPajak/Vendor

ol ol

RT ........... RW ........... Kode Pos ...............
Kelurahan
Kecamatan
Kota/Kabupaten
NomorTelepon

© N @

Il. Data WajibPajakPerseorangan

Nama Badan Usaha

Nama Direksi/ Pemilik Usaha

Alamat Wajib Pajak/Vendor T
RT o BW s KOO POS ..civiiviiiiinnomisoses

ol o

Kelurahan
Kecamatan
Kota/Kabupaten
NomorTelepon

i Bl

Ill. Data ObyekPajak
1. Judul Reklame

2. Pemilik Reklame* A A SR S AT SRR
(* diisi jika reklame dipihak ketigakan, diisi dengan nama perusahaan pemilik reklame)
3. JenisReklame :

Papan/Billlboard/Megatron/ Videotron/ LED

Kain

Melekat/ Stiker

Selebaran

Melekat/ Stiker
Selebaran

00

Berjalan termasuk kendaraan
Udara

Suara

Slide/ Film

0o0o00ooogad

Peragaan




C. FORMULIR PENDAFATARAN NPWPD PAJAK MBLB (SELF ASSESSMENT)

Nomor Formulir:

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DINAS

FORMULIR PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

PAJAK MBLB (SELF ASSESSMENT)

PERHATIAN

i Harap Diisi dengan huruf CETAK.
2, Beritanda V pada Yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

|DATA WAJIB PAJAK

1.  Nama Wajib Pajak

2. Alamat (Foto Copy Surat Keterangan Domisili/KTP Pemilik dilampirkan)

Jalan/No t Kabupaten

RT/RW £ Nomor Telepon y

fDesa/Kelurahan 3 Kode Pos . DIED
Kecamatan :

DATA OBYEK PAJAK

1. Nama Usaha/Obyek -

2, Surat Izin yang dimiliki (Foto Copy Surat lzin harap dilampirkan)

SuratlzinTempat Nomor : Tanggal :
Surat Nomor : Tanggal :
Surat Nomot : Tanggal :
Surat Nomor : Tanggal $

3. JENIS MBLB (beritanda V)

- Asbes

- Batu tulis

- Batu kapur

- Batu apung

- Batu permata

- Marmer

- Pasir dan kerikil
- Pasirkuarsa

- Tanah liat

- Tawas

- Lain-lain

4,  Alamat Lokasi Usaha

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, saya atau yang saya berkuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta

lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

r}ala n/No z Kabupaten

RT/RW 4 Nomor Telepon 3

Desa/Kelurahan 3 KodePos 3 m

Kecamatan : . e R NIy il
PERNYATAAN

Waijib Pajak




Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor:
Lampiran:

Peﬁha;_ : hienndmnan Penerbitan ( Data Baru ) Objek Pajak PBB-P2
ahun.......

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone
di-
Watampone

Yang bertandatangan di bawah ini Lurah / Kepala Desa :

Alamat
Pekerjaan
Telepon

Dengan ini menyatakan benar-benar memiliki, menguasai, mengeilola Objek Pajak :
Nama Wajib Pajak
Alamat Wajib Pajak
Luas Tanah
Luas Bangunan Do B0
Letak Obyek

Kelurahan / Desa

Kecamatan

Letak Obyek

3 !

Tanah dan atau bangunan tersebut tidak dalam sengketa dan tidak ada permasalahan apapun
dan belum pernah SPPT PBB-nya.

Objek pajak yang dilakukan adalah bukan termasuk objek pajak yang tidak dikenakan PBB
seperti bukan tanah negara, tanah negara yang digarap, tanah yang dikuasai desa dii. Dengan ini
mengajukan permohonan sebagai Objek Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan.

Sebagai syarat pengajuan, bersama surat ini kami lampirkan :

Foto copy identitas pemohon yang masih berlaku;

Surat kuasa bagi yang diberi kuasa;

SPOP dan LSPOP yang telah diisi dengan benar, jelas lengkap dan ditandatangani oleh wajib
pajak atau kuasanya;

SPPT PBB pembanding (kiri, kanan dan belakang)

Foto copy sertifikat, AJB, Hibah, Waris, S. Kapling/Tanah Garapan, Perjanjian Sewa:

Asli Surat Keterangan/Pemyataan Kepemilikan dari Lurah / Kepala Desa;

Surat Pengantar dan DP-42 dari Kepala Desa / Lurah yang diketahui Camat;

Denah lokasi objek pajak yang berbatasan langsung (denah yang ada di SPOP).

SN RE Gifes

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan
tanpa paksaan dari siapapun, apabila dikemudian hari timbul sesuatu hal saya bersedia SPPT
PBB yang telah diterbitkan, dibatalkan kembali serta bersedia untuk bertanggungjawab atas
segala akibat hukum yang timbul dengan tidak melibatkan Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone.

LURAH / KEPALA DESA

MODEL DPD ~ 15 B (M)




Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor
Lampiran

Perihal . Permohonan Pengajuan Pembetulan / Pembatalan SPPT

Tahun......

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone
di-
Watampone

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama
Alamat
Pekerjaan

Dengan ini permohon Pengajuan / Pembatalan atas SPPT Tahun Pajak
berikut :

....... Atas Objek Pajak sebagai

( SPPT asal )

Nomor Objek Pajak

Nama Subjek Pajak

Letak Objek Pajak :Jin /Dusun/Kp :.
Kelurahan/Desa: ..............cccceeeneeeiceeennnn.
KECMMBEIT «vni o isinmiasesssvaaavausnses

Ketetapan Tahun

Dengan alasan sebagai berikut :

Untuk proses penyelesaian lebih lanjut, bersama ini kami lampirkan :

1. Surat Pengantar dari Desa / Kelurahan dilengkapi dengan Nomor Register

2. SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar, lengkap dan telah
distempel

Asli SPPT PBB Tahun berjalan

Fotocopy STTS (Bukti Pembayaran)

Fotocopy KTP / Idintitas Lain yang masih beraku

Fotocopy salah satu bukti surat tanah / bangunan

Surat Keterangan Lainnya yang dianggap periu.

N, m ke

ditandatangani dan

Demikian Permohonan ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

PEMOHON

MODEL DPD-20 A (M)




Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor
Lampiran
Perihal : Permohonan Mutasi Pemecahan SPPT PBB-P2

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone
di-
Watampone

Sehubungan dengan terjadinya transaksi : Jual Beli, Hibah, Waris /......... dimohon untuk
diadakan perubahan data objek / subjek PBB, atas :

Nomaor Objek Pajak( NOP ) S R T A e S
Nama Subjek Pajak :

Alamat

Letak Objek Pajak

Luas Tanah
Menjadi :

Alamat E T R S AT T AR
Luas :
2. Nama Wajib Pajak

Alamat

Luas

3. Nama Wajib Pajak
Alamat
Luas

Untuk proses penyelesaian lebih lanjut, bersama ini kami Lampirkan :

Surat Pengantar dari Desa / Kelurahan dilengkapi dengan Nomor Register ;
Asli SPPT PBB Tahun berjalan dengan Fotocopy bukti pelunasannya ;
NOP induk harus lunas ( Tidak ada Tunggakan) ;
. SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar, lengkap dan telah ditandatangani dan
distempel ;
Fotocopy KTP / Idintitas Lain yang masih berlaku bagi kedua belah pihak
Fotocopy salah satu bukti surat tanah :
a. Foto copy Sertifikat / Akte jual Beli / Hibah / Waris
b. Surat Rincik / Garapan yang telah dilegelisir
c. Fotocopy ljin Mendirikan Bangunan (IMB )
7. Surat Keterangan Lainnya yang dianggap periu.

S REh

Demikian Permohonan ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

PEMOHON

MODEL DPD - 15 E (M)




PEMERINTAH KABUPATEN BONE

KECAMATAN ...,
KELURAHAN...... S R
Jalan ............ Nomor ........Watampone Bone, Sulawesi Selatan,

Telepon (0481) ... Laman ... .. Pos-el ... ..

Nomor :

Lampiran : BK - 02 A (M), SPOP dan LSPOP

Perihal : Usul untuk Mutasi Subjek / Obyek Pajak, Obyek Baru
Pembetulan dan Pembatalan ( dll ) Tahun ............

Yth. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
di-
Watampone

Bersama dengan ini kami sampaikan usul untuk Mutasi Subyek / Obyek Pajak, Obyek Baru,
Pembetulan dan Pembatalan (dli) , Seperti dalam Lampiran karena terjadi hal-hal sebagai berikut :

NO. URAIAN Banyak Keterangan
1. | Mutasi sxvissess I Untuk SPPT di terbitkan

Pemecahan wvensars G0

i1 10 SROR——
Penggabungan wissavesy AP
Objek Pajak Baru | .. ... oP
Pembatalan @ | ... OoP
Pembetulan | ... OoP
Keberatan / swimai P
Pengurangan | ... oP

Demikian usulan ini kami sampaikan untuk dapat diproses sebagaimana mestinya,

Mengetahui :
CAMAT LURAH / KEPALA DESA

NIP. NIP.

Nomor HP Lurah/Kepala Desa :

MODEL DPD- 02 A (M)




Nomor
Lampiran

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Perihal . Permohonan Mutasi Penggabungan SPPT PBB-P2 fahun..........

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone
di-
Watampone

Sehubungan dengan terjadinya transaksi : jual beli, Hibah, Waris/............

diadakan perubahan data objek/ subjek PBB-P2, atas :

1. Nomor Objek Pajak (NOP)
Nama Wajib Pajak
Alamat
Letak Objek Pajak

2. Nomor Objek Pajak (NOP)
Nama Wajib Pajak
Alamat
Letak Objek Pajak

3. Nomor Objek Pajak (NOP)
Nama Wajib Pajak
Alamat
Letak Objek Pajak

Menjadi :

Nama
Alamat
Pekerjaan

Untuk proses penyelesaian lebih lanjut, bersama ini kami Lampirkan :

virvner.. dimohon untuk

1. Surat Pengantar dari Desa / Kelurahan dilengkapi dengan Nomor Register ;

2. Asli SPPT Tahun berjalan dengan fotocopy bukli pelunasannya ;

3. NOP Induk harus lunas (tidak ada tunggakan) ;

4. SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar, lengkap dan telah dit
Distempel .

andatangani dan

5. Fotocopy KTP / Identitas Lain yang masih berlaku bagi kedua pihak ;

6. Fotocopy salah satu bukti surat tanah ;
a .Foto copy Sertifikat / Akte jual Beli /Hibah / Waris
b. Surat Rincik / Garapan yang telah dilegelisir
c. Foto copy ljin Mendirikan Bangunan (IMB )

7. Surat Keterangan Lainnya yang dianggap periu.

Demikian Permohonan ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

MODEL DPD-15 D (M)

PEMOHON




Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor
Lampiran
Perihal : Permohonan Mutasi Balik Nama

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone
di-

Watampone

Sehubungan dengan terjadinya : Jual Beli / Hibah / Waris ... ............oocovooeo
kami mohon untuk diadakan perubahan data Subjek PBB :

Nama Waijib Pajak
Alamat

Letak Objek Pajak
NOP SPPT
Menjadi :

Nama Wajib Pajak
Alamat

Letak Objek Pajak
NOP SPPT
Telepon

.........................................................................
.........................................................................

o A

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

Untuk proses penyelesaian lebih lanjut, bersama ini kami Lampirkan :

Surat Pengantar dari Desa / Kelurahan dilengkapi dengan Nomor Register

SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar, lengkap dan telah ditandatangani dan distempel
Asli SPPT PBB Tahun berjalan dan Fotocopy STTS PBB

Fotocopy KTP / identitas Lain yang masih berlaku bagi kedua pihak

Fotocopy salah satu bukti surat tanah

a .Foto copy Sertifikat / Akte jual Beli /Hibah / Waris
b. Surat Rincik / Garapan yang telah dilegelisir

c. Foto copy ljin Mendirikan Bangunan (IMB )

6. Surat Keterangan Lainnya yang dianggap periu

ol

Demikian Permohonan ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

PEMOHON

MODEL DPD-15 C (M)




NOP :

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG ~ AKUN:
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

LETAK OBJEK PAJAK NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

NPWP :

OBJEK PAJAK LUAS (Mz) KELAS NJOP PER M2 (Rp) ~ TOTAL NJOP (Rp)

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)
NJOP untuk penghitungan PBB

Tarif Dasar Pengenaan Pajak PBB

PBB vang Terhutang

e n

LB | ST}

PAJAK BURMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)

TGL. JATUH TEMPO . :

TEMPAT PEMBAYARAN KEPALA BADAN
Diterima tg!

NAMA WP : Tanda Tangan

Letak Objek Pajak @ Kecamatan

NOP

DesalKelurahan

SPPT Talun/Rp. - : Mot et

!




Nama Petugas : Tanda Tangan Petugas :
Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

/

PR

10

b

1.

12

\

PERHATIAN

Apabila dalam SPFT terdapat hal-hal yang meragukan {coretan, lip-ex dan lain-lain, Wajib Pajak
dapal menghubungi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.
Pajax yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal
diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
Pajak yang terhuiang hanya dapa! dibayar pada Tempat Pembayaran yang di temtukan pada SPPT ini.
Bukli pelunasan pembayaran P88 yang sah adalah:
a} Sural Tanda Terima Seloran (STTS) unluk bayaran sacara la
remungut.
b} Struk ATM/bukii pembayaran lain dari Bank TR Elektronik begi pembayaran pajak secara
elektronik.
Apabila pembayaran palak dilaksanakan dengan transfi /pemindah bukusn/pengiriman uang
melalui BankiKantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek RPajak. NFWP dan
Kode Akun.
Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempg, dikenakan sankti sebagai berikui:
) denda Administrasi 2% sebulan dan jumish pajak yang tarhutang yang tidak dibayar, dan
b} ditagih dengan STP-P8B dan dalam hal STP-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan
Sural Paksa yang ciikuli dengan penyitaan dan pelelangen atas kekayasn Wajib Pajak.
feheratan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT int dapat dimjukan ke Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bone dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak langgal diterimanya SPFT ini.
Permohonen pengurangan pajak yeng disebabkan karana kondisi lartantuy Objek Pajak yang ada
hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab - sehab tertentu lainnya, harus diajukan
paling lambat 3{tiga) bulan terhilurig sejak: d
a) diterimanya SPPT ini:
b terjadinya bencana alam atau sebab-sebac lain yang luar hiaga.
Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat dipatpanjang jike Wajib Pajak dapat mambuklikan
bahwa hai tersebul diluar kekuasaannya.
Pengajuan keberatan banding dan pengurangan tidak menunda kewajiban membayar pajak.
Apabila objek pajak dipindah tanganksn kepada plhak lain, baik ssluruh gleu sebagian, Wajib
Pajak harus melaporkan ke Badan Pendapatan D h Kabupaten Bons. ;
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapat digynakan sebagal daser pangenaan
Bea Peroiehan Hak Atas Tanah can atau Bangunen sesusi dangan ketentuan Pasal 87 ayat(3)
Undang-Undang Nomar 28 Tahun 2008 tantang Pajak Daerah dan Retribusi Daersh dan Peraturan
Daerah Kabupalen Bone Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajsk Dapreb.
Apabiia langga! iatuh tempo tertulis tanggel:
a) 31 Oktober. maka bulan | seielah tanggal jsluh tempo adeish tanggal 1 Nopember sid tanggal
30 Nopember. bulan il adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
L1 10 Oktober. maka bulan | sstefah tanggal jatuh tempg adalsh tanggal 11 Okioher s/d tanggat
10 Nepember, bulan H adaiah tanggal 11 Nopambar a/d 10 Desember, dst.

gsung atau melalui pelugas

~\
>

MINTA DAN SIMPANLAH STTS ATAL STRUK ATM/BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA
DARI TP ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB
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PEMERINTAH KABUPATEN BONE No.SPTPD :

BADAN PENDAPATAN DAERAH  \faca pajak
Jalan R.W. Monginsidi Nomor 5 Watampone, Bone,
Sulawesi Selatan, :

Telepon (0481) 21108, Tahun Pajak:

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
(SPTP D)

PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)
ATAS MAKANAN DAN MINUMAN

. Kepada
veweo: (] [TTTITTI0000 oo
BONE

(Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2024)
PERHATIAN

1. Harap diisi dalam rangkap 4 (émpai) dengan huruf CETAK
2. Setelah diisi dan ditandatangani,harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Nganju (Cq.Bidang................. ) Jalan RW. Monginsidi Nomor 5 Watampone Kab. Bone,
paling lambat pada tanggal: ..........

3. Keterlambatan penyerahan langgal' tersabut dlatas akan dﬂakukan Pene&apan secara Jabatan
4. Waijib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

A. DiiSI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak

2. Alamat
TelplHP: ...
3. JenisUsaha ‘RESTORAN/RUMAH MAKAN/DEPOT/KAFETARIA/KANTIN/BAR/WARUNG MAKAN
NO MEJA YANG TERSEDIA JUMLAH KURSI JUMLAH PENGUNJUNG
Kode Rekening i {0 SRR

B. OMSET YANG HARUS DiiSI OLEH WAJIB PAJAK
Jumlah omset dan Pajak terhutang untuk masa pajak sekarang (lampirkan photo copy dokumen)
a. Masa Pajak
b. Pendapatan omset rata-rata per bulan
c. Tarip Pajak (sesuai Perda) 10%
d. Pengenaan Pajak (BXC) ... s f0OUIGRA
C. BERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan _
perundang- undangan yang berlaku, saya atau yang beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami
beritahukan tersebut diatas adalah benar, lengkap, jelas dan jujur.

PETUGAS PENDATA WAJIB PAJAK

Dibuat rangkap 4 (empat)
1 lbr untuk Wajib Pajak
1 ibr untuk Bendahara Penerimaan
1 Ibr untuk Bidang .......-...usmivensnss
1 lbr untuk Pihak




PEMERINTAH KABUPATEN BONE

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi Nomor 5 Watampone, Bone,

Sulawesi Selatan,
Telepon (04871) 21106,

No.SPTPD :
Masa Pajak :
Tahun Pajak:

NPWPD: D D

(difsi oleh Petugas)

(Berdasarkan Peraturan Dagrah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2024)

PERHATIAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

(SPTPD)

PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT ATAS JASA PARKIR)

Kepada
Yth.Kepala BAPENDA
Kabupaten Bone

Di
BONE

1. Harap diisi dalam rangkap 4 (empat) ditulis dengan huruf cetak
2. Setelah diisi dan ditandatanganl harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten BONE (Cq. Bidang
e ...) Jalan R.W. Monginsidi Nomor 5 Watampone Kab. Bone, paling lambat pada tanggal:

3. Keteriambatan penyerahan tanggs[ tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara jabatan
4. Wejib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikitRp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) wajib menyelenggarakan

pembukuan dan pencatatan.
A.DI1S1 OLEH WAIJIB PAJAK
KETERANGAN OBYEK PAJAK
NO URAIAN
{RODA DUA RODA EMPAT
| |LOKASIPARKIR
2 |LUAS PARKIR m2 m2
TARIF FRp Rp.
4 |DAYA TAMPUNG ; ... kendaraan ....kendaraan
PERPUTARAN __...............% ... kendaraan ....kendaraan
Jumlah .. kendaraan ....kendaraan
6 [Pendapatan/omset rata-rata/hr [Rp Rp
PERHITUNGAN PAJAK PARKIR
7 |Pendapatan/omset setiap bulan Tarif BB ctsns i R cmmssnmsses
8 |berdasarkan Perda 10% 10%
9 |Pajak setiap bulan (omset x tarif ) RE.comusmnmananisvs | ) A R A

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan)
yang berlaku, saya atau yang beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas adalah

benar,lengkap,jelas dan jujur.

Diterima (gl covicarnsarenesseses

PETUGAS PENDATA

WAJIB PAJAK

Dibuat rangkap 4 {empat):

- 1lbr untuk Wajlb Pajak
+ 1 1br untuk BIGANG .o cercaeneens

-1 Ibr untuk Bendahara Penerimaan
“1lbr untuk Pihak Lainaya

1
,




PEMERINTAH KABUPATEN BONE No.SPTPD :
BADAN PENDAPATAN DAERAH Masa Pajak :

Jalan R.W. Monginsidi Nomor 5 Watampone, Bone, Sulawesi Selatan, )
Telepon (0481) 21106, Tahun Pajak:

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DANBATUAN (MBLB)

. Kepada

NPWPD: Yth. Kepala BAPENDA
D I:l : Kabupaten Bone

(di isi oieh Petugas) Di

BONE
(Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten BONE Nomor 1 Tahun 2024)

PERHATIAN
1. Harap di isi dalam rangkap 4 (empat) ditulis dengan huruf cetak

2. Setelah diisi dan ditandatangani,harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

BONE(Cq.Bidang ......... sweeeeneee) Jalan RW. Monginsidi Nomor 5 Watampone Kab. Bone, paling
lambat pada tanggal:

3. Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara jabatan
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak
2. Alamat

.................................................
................................................

NoTelp/MP- .

3. Asal Obyek Pajak
4. Data obyek pajak

..................................................

: Volumen/ Harga
No Obyek Pajak wde RO omitnd/ |Sunkrayy | duemis
Ton) (Rp)
1 [Filler,kenkil 4111101
» |Basaltbtpecah/belah/kali 4111102
3 |Tanah urug 4111103
4 |Pasir bangunan (cor,Pasang) 4111104
5 |Pasir urug/sirtu 4111105
6
JUMLAH

5. Tanp pajak (sesuai Perda): 25%
6. Pengenaan pajak i - TS

B. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, saya atau yang beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan
tersebutdiatasadalahbenar, lengkap, jelasdanjujur.

Diterima tgl......omvivusionns &

PETUGAS PENDATA

WAJIB PAJAK

Dibuat rangkap 4 (empat)
1 Ibr untukWaijib Pajak
1 tbr untuk Bendahara Penerimaan
1 Ibr untuk Bidang .......c.occceeeeeeieee
1 lbr untukPihak Lainnya




NnPwpD: | [ ]

(diisi oleh Petugas)

PERHATIAN

PEMERINTAH KABUPATEN BONE No.SPTPD :
BADAN PENDAPATAN DAERAH Masa Pajak :
Jalan R.W. Monginsidi Nomor 5 Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 21106, Tahun Pajak:
SPTPD

(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAKBARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT ATAS JASA PERHOTELAN)

Kepada
Yth. Kepala BAPENDA
Kabupaten Bone
Di
BONE

Harap diisi dalam rangkap 4 (empat) dengan hurut GETAK
2. Setelah diisi dan dilandatangam harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

BONE (Cq.Bidang....

pada tanggal: .

W

menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

...} Jalan RW. Monginsidi Nomor § Watampone Kab. Bone, paling lambat

Keterlambatan panyarahan tanggal leraebut dlatas akan d|lakukan Penetapan sacara Jabatan
Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp. 1.000.000,00( satu juta rupiah) wajib

1. Nama Wajib Pajak BT 0 2 e g S CAT SR

2. Alamat
TP minnimisibaiamaibe

3. Golongan Hotel: 01.Bintang Lima 02.Bintang Empat 03. Bintang Tiga
04.Bintang Dua 05.Bintang Satu 06. Melati Tiga
07.Melati Dua 08.Melati Satu 09. Ekonomi
10.LaINNYAT. ..o e

4. Tarif dan Jumiah Kamar Hotel:

NO GOLONGAN KAMAR TARIP (Rp) JUMLAH KAMAR
Kode Rekening 5 R ¢
5. Menggunakan Kas Register 1.YA 2TIDAK
6. Menggunakan Pembukuan/Pencatatan 1Ya 2TIDAK

Jumiah omset dan Pajak terhutang untuk masa pajak sakarang (Iamplrkan photocopy dokumen)
a. Masa Pajak
b. Pendapatan omset rata-rata perbulan
¢. Tarip Pajak(sesuai Perda)

d. Pengenaan Pajak(bxc)

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi
undangan yang berlaku,saya atau yang berikuasa menyatakan bahwaapa yang telah kami beritahukan tersebut diatas .

adalah benar, lengkap, jelas dan jujur.

- sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-

PETUGAS PENDATA

WAJIB PAJAK

Dibuat rangkap 4 (empat)
1 lbr untuk Wajib Pajak
1 lbr untuk Bendahara Penerimaan
1 Ibr untuk Bidang ......cccoevecvinneee.
1 Ibr untuk Pihak Lainnya




PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Telepon (0481) 21108,

Jalan R.W. Monginsidi Nomor 5 Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,

No.SPTPD :
Masa Pajak :
Tahun Pajak:

NPWPD:
(diisi oleh Petugas)

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

(SPTPD)

PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
(PBJT) ATAS JASA KESENIAN DAN

HIBURAN

U

(Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2024)
PERHATIAN

Kepada
Yth. Kepala BAPENDA
Kabupaten Bone
Di
BONE

T. Harap diisi dalam rangkap 4(empat) ditulis dengan huruf cetak
2. Setelah diisi dan ditandmangani, harap diserahkan kembali ke pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten BONE

(Cq.Bidang ..

tanggal ..

3. Keterlambatan penyemhan tanggal tersebut dnatas akan dllakukan penetapan secara jabatan

4. Waijib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikitRp. 1.000,00(satu juta rupiah ) waijib
menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

...} Jalan R.W. Monginsidi Nomor 5 Watampone Kab. Bone, paling lambat pada

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

T. Nama Wajb Pajak .

2. Alamat: . ‘ : R
3. Hlburan yang d:selenggarakan
Kode Jenis Pajak Hiburan Tarif Kode Jenis Pajak Hiburan Tarif
Rekéening Rekening
4.1.1.03.02 Pagelaran kesenian,musik tari,busana 10% 4.1.1.03.10 {Permainan bilyard, golfbowling 10%
4,1.1.03.03 Kontes kecantikan, binaraga, dan| 10%
sejenisnya 4.1.1.03.15 |Pacuankuda, kendaraan bermotor, |10%
permainan ketangkasan
410905 Pameran ¥ 4.1.1.03.17 Pantipijat, refleksi, mandi uap/spa |50%
danpusat kebugaran( fitness center)
4.1.1.03.06 Diskatik, karaoke, klab malam dan 50%
sejenisnya

B. OMSET YANG HARUS DI iS1 OLEH WAJIB PAJAK

1. Jumlah omset dan pajak terhutang untuk masa pajak sekarang

a. Periode: . .8/d... G

b. Pandapatan(omset)selamapenode . » SRS R o SR
¢. Tarip pajak (sesuai Perda) I %

d. Pajak terhutang(bxc) - T T
e. Lokasi

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi —sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, saya atauyang beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut
diatas adaiah benar, lengkap, jelas dan jujur.

Diterima tgl......
PETUGAS PENDATA

WAJIB PAJAK

Dibuat rangkap 4 (empat)
-1 Ibr untuk Wajib Pajak
1 Ibr untuk Bendahara Penerimaan
1 Ibr untuk Bidang ... L
1 Ibr untuk Pihak Lalnnya




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

15 lenis Perolehan Hak Atas Tanah dan Atau Bangunan :

16 Nomor Sertifikat :

Lembar 1
(SSPD-BPHTB) Untuk wajib Pajak sebagai
bukti pembayaran
PEMERINTAH BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBIEK PAJAK
KABUPATEN BONE PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)
_ _ BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE
A. 1 Nama Wajib Pajak
2 NIK
3 Alamat Wajib Pajak
4 Kelurahan / Deasa Kab/Kota
5 Kecamatan : Kode Pos
B. 1 Nomor Objek Pajak I |L l_r‘m | " ID
2 letak Tanah dan atau Bangunan Kecamatan
3 Kelurahan /Desa Kabupaten / Kota
6 Perhitungan NJOP PBB :
Luas NJOP PBB/m’
inh | | g | | el i s x NioPPRB/
lainnya diperoleh Tahun.......)
Tan.ah {sumi} 7 m?| 9 Rp. |11 rp.
Bangunan 8 m’| 10 Rp. 12 Rp.
13 Rp. (11+12)

14 Harga Transaksi Nilai Pasar :{Rp.

C PERHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan perhiyungan Wajib Pajak)

Nilai Perolehan objek Pajak { NPOP) 1|®erp
Nilai Perolehan objek Pajak Tiap Kena Pajak ( NPOPTKP) 2 | ® Rp
Nilai Perolehan objek Pajak ( NPOP) angkal-angka2 | 3 | P Rp
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% angka 3 . a|{®Rp
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus di bayar 5 4 Rp
D. Jumlah Setoran berdasarkan :
a. Penghitungn Wajib Pajak
|| b. STB / SKBKB / SKBKBT *) Nomor :
! c.Pengurangan dihitung sendiri karena ! ED
d.
Dengan Huruf :
JUMLAH YANG DISETOR {Dengan angka) : / /
Rp.
| _ wnsemim IDITERiMI\HCILEH: v BB e Telah diverifikasi
PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR LELANG/ TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB WAJIB PAJAK/PENYETOR Badan Pendapatan Daerah Kab.Bone
KEPALA KANTAH KAB/KOTA*) Tangal 1w

Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

Nama lengkap, stempel dan tanda tangan

Hanya diisi oleh
petugas Kantor
Badan Pendapatan
Daerah

NTPD
Tanggal :




HURLE A

EETUJUX PENGISIAN 33P0 BPHTS

Formad Loy evaie et § {onam) s Lasmar partars dharima Wil Pajsk (W) sebage Dukdl permdeyaran. Lambar 100.s dherima PRAT. jombar Asigh d10rms Kegeus Kareer

mw—mmmmwuammwnFﬂmemmmwenm-uummnum
Bardahars Persivmiaan

it GEPO BPWTE v dengen Mund oelak kapla siou Shath,
Gunatan st SIP0 SPHTE usiuk seliap s0f0ran dan seap jenis phroietian Ak sae 19NAN dansisy banguaan
wnmmeMummmmnmmuWw

CARA PENGISIAN
mmma-wmmmnwmummummnm

Ol dengan suts WP

ADAS | 1.4 gha B Canup Jeite

HURUF B Diyl dempan deze dan janis poroishan hek #ls3 Lingh dan Lty Sanguran
mimmmwrumm“mmwrmnmmummm
Agha 2adenghs®  Dilsl aogen intab Laash densley BANGWNEN yasg Nakvya Gipercish
Angia T odenghe 13 Mavupalian Latel ik peciiungen KJOP PBS atas Lana darviian Bengunas yang hsiys diperoish
Pada kolom angla § dan 10 agar disetamhan Tahan SPPT PAS sast tededinye parolenan. -
mummmmmmmmmaumnﬁmmm
Katerengan NUOP PBE yang dhectitan cleh Kapsis Kantor Pelayanas PBBXPP Pratama yong wilaysh erenya
Moy lalax tansh dan banguran eas Permohonmn WP
Anpha 14 Dilsl dengan hargs Ireesaksl rang o7 s Mang \RMSAkS yong lovtaniu detam Risaleh lelang:nbel pesar obiek et
Angha 15 Disl decgan koce jenis parniehsn hab aias lsnah g8 Desgunsa sebagsl becut
Jaris Porvlehan oo Jenis Parviehan Hat L] <wnis Parolohan Haa Koda
Mk
- Purninciaban Mak - Pemasikan dulern peceroen { bedan Mium telanys ] - Pemelarsn Usah iH
= ol Buld ] - Pumiashan heh yorp mengakibatian perafhan o - Hadian 13
- Tikar Mmensicar @ | . Peounidan pembad diem iang 08 | - Pemihan Mgt Rumsh Sadechans Sshet i R8BS | 14
« Hibsh o « Polaxaanaat pusan hakim yang mesmpunysi Aekuaisn ] molahd KPR Sersuteif )
- Fiteh Wkt o4 s \aap - Pomberin hak bary 15
- Vourla [ «  Panggabungen usahs 10 Pemberian hat baru sebogal Languian pelecensn hed 18
«  Poisbann unadn 1" PortDocist hak Sarw Glauld pRbeDassn hak 7

) Delarn A Perolenan Hak Frumah Sedwhans Sehat (Re Sehat/RSH) sabegairans datur dalam tepubaan Mentor Pemuiman den Prasacns WEaysh
Mo. ZAMPTSAL00Y trisng pengecssd perumahan das pemulomsn dangen Jukungen (esliny Subsidl Perunanan sebagrimanaleish dhieh dargen
Fepusass Merterl Pemuloman den Prasirasns Wisysh Vo. 20PTSANZ00( dar Nymed Suaun Secamans yang dhasuranan mstahi Kreel Pemilian
Puensh berpubmel (PR bersubsidl) yang pembsngunansya mengacy pads pershuran Mentsd Pokadean Umaum No SLPRT/ITED Leatang persyarian
Taknis Pumbengunan Fhamah Susin

Anghs 1 Dl Gengan nomor berMThal siae Lansh dan 220w Dangunsn Dersenuien,

HURE C Dizyi Gangen periiegah Bed Peroiehen Hak alss Tacsh can/als: Beagunan (BPMTE) cleh WP,
Datam N 35°0 BPHTE Gpunakan uiha 300000 Dardasaran STPD BPHTE/SKPOS Kurang Gayar Tambahan sabagaimans hund DD stew bardessian hund
0 ¢ b hand C Bosk paviy diisl.

Angha 1

Arghs 7
AgA 3
Anghs 4

Nilal Perolenan Otjet Pajsh (NPOP) dil dengan memperibengiian NJOP PBR dangen hape ksasalsimilel pesar objsk pagsh. Datam hal harga Yansakalniisl pasa

obysk pajsk Bosh GAslanv! shin ebih rwtzh cad NJOP PUS ¢ snskan NJOP PBB sebagel dar pertdunges

Dt weaunl dungen besainys NPOPTIP untuk Kabopetsn Bons yang bemanghutan, yang 48 {hfor geos ys NEOPTEP depet
diperoloh malsed Bacan Pandepstan Dasrsh Batempsl)
Cukup Jelat

Disl gangan st pertalen antas NPOPKP (anghs 1) dangan Liril paje ssbesa 5% fsesusi Fasai, - PedaNo ... Tahwn.. ..

HURUF D wimumim'xmmmu.wmmwmmm

Hand &

Hand b

ha sef0ran slen ClERLADN 3eDAgRIMa T bund C

mmmumm-quwmrmmmmmmm.mmm
OCooren BPHTE Kurtag Bay s (BXPDB Mursng Bayan), sl Sursl Ketstapan Pejak Desrsh BPHTE Kursng Bayer Tambanan (8XPDB dureng Bayes Tembshen)

mwﬂu—ﬂlmmammmmnmmmmuumlc dlal Geager orosenikie srEul dengan
Luteciutn piog Dadsiy

nmmmmm;mmwaumiwmmmmmmw
Putisan Win Fang menysbaskan jumish pajsk yang Ao dbayer barbeds cengan yang teaws d HURUF C.

mmmmrinvmmﬂwmmuummmn

Jks D8 dipih, maka Jamish ssloms menggurakan C-4

Jikn D-b dipfthy, ks Jomish stloran sefumish skl ya'g Sirysiaken & O-b.

s Dhc o, maks jumien seioran menggunshan C-4 dafian dengen croseniase yang Sosiaiac & D-C
Jp D-d G, maks perish seiond Seanish nilal yang dinystshan & 0.

amPeh sioran lereul GRal denges anpls {daiam tolsh) dan hunsl (pede begian yang Earse)

g SETORAN
Coman. ou-um;-'mmnﬂmmlﬂnuwmmmmmm“ pacs begian ARILAK
mmmmmmmmmmwmummmmummmrmm




PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. R.W. MONGISIDI NO. 5
TELP. (0481) 21106

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE

NOMOr: o oo,

TENTANG

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN

Membaca: Surat Permohonan Nomor...................... T R

Nomor PST
Atas Nama
Alamat
NOP

Menimbang:

Mengingat:

Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

......................................................................
.......................................................................

MEMUTUSKAN

Memberikan Penghapusan atau pengurangan Sanksi
Administrasi atas SPPT atau SKPD Sebagaimana tersebut
dalam Lampiran Keputusan ini.

Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Sanksi
sebagaimana dimaksud dalam kolom 6 Lampiran Keputusan
ini dinyatakan tidak berlaku

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat
Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya

BT S —

An. BUPATI BONE
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAHM
KABUPATEN BONE

Salinan Keputusan ini dlsampmkan kepada Yth.

1. Kepala Bank...

2. Lurah/Kepala Desa

3. Arsip

MODEL DPD-21 C (M)




DAFTAR PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PBB TAHUN...............

Lampiran Keputusan

KECAMATAN Nomor
KEL./DESA Tanggal
M
NAMA & ALAMAT | JUMLAH PBB —— PENGHAPUSANATAU | ppp TRRHUTANG w
NOURUT | NOP| NO.SPPT . TERHUTANG ADMINISTRASI PENGURANGAN | yancyaRUSDIBAYAR |  KETERANGAN
WAJIB PAJAK % SANKS] e 71 |
P) ADMINISTRASI
1 2 3 4 5 6 7 8 m 9
[
{

MODEL DPD-21C (M)

An. BUPATI BONE

KEPALA BAPENDA KAB. BONE

Nip.




12. BUKTI PENERIMAAN SURAT

KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH
BUKTI PENERIMAAN SURAT
Nama : NPWPD
Alamat : NIK
Jenis Pajak : | Masa Pajak
Jenis " | Tahun Pajak
Permohonan

------------------------------------------------------




Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor

Lampiran
Perihal : Keberatan atas SPPT/SKP
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun........

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone
di-
Watampone

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

ABMIEE 0000 I i v A R N A SRR B
Sebagai wajib pajak/ Kuasa Wajib Pa;ak“)atas()byak Pajak yang terletak di:

Jalan :. vereen.RT......RW......Desa/ Kelurahan........................... Kecamatan
Kabupaten revvewesnanene ... NOMoOr Obyek Pajak (NOP)...................... SPPT
TR oo e PO Terutang P vz

L in i s A s R s essiele s B e SN
SPPT/SKP diterima :

Dengan ini mengajukan Keberatan atas SPPT/SKP tersebut diatas alasan sebagai berikut :

..............................................................................................

enurut partutungan kama ketetapan PBB tahun ..... AP, Adalah sebagal benkut
Bumi: ............. m2xRp. .. .Im*=Rp. ..

Bangunan: .............m‘xRp. RPPRRORO ;. Rp.
NJOF’TK Rp

NJOP setelah chkurangl NJOPTK () isovinsonveniss ZRP. e e
PBB terutang (......% O . SRR, - . - SRR
rsama |nt dtlamparkan pula

Fotocopy SPPT/SKP PBB Tahun............
Fotocopy Sertifikat atas Tanah/akte Jual Beli /Surat Penunjukan Kavling/Surat Keterangan Lainnya berupa

N—‘WHF”S":‘*P’N:‘E‘"PPNT‘

o

Fotocopy Sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

o B

WVBRIIPDONS, 1o o-sviisnsvoisvanuvesne liffss

Pemohon

*} coret yang tidak perfu
Model DPD - 26 A (M)




SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK HADIR

KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal Surat Pemberitahuan Kepada
Untuk Hadir YHY: Gonamsmnmusinetanssiseii
di
BONE

Sehubungan dengan telah dilakukan penelitian keberatan
berdasarkan Surat Tugas Nomor ....... tanggal..............bersama ini
disampaikan pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan
sebagaimana terlampir.

Mengingat hasil penelitian keberatan tersebut berkaitan
dengan kewajiban pajak yang harus dilaksanakan, Saudara diberi
kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir
terlampir disertai buku, catatan, data, atau informasi yang
mendukung uraian dalam tanggapan, tertulis tersebut dalam
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal
surat ini dikirim dan diharapkan kehadiran Saudara guna
memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan pada:

hari/tanggal
waktu

tempat

untuk menemui

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak
memberikan keterangan dimaksud, Surat Keberatan Saudara
tetap diproses berdasarkan data yang ada dalam proses
penyelesaian keberatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama
Saudara diucapkan terima kasih.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
NAMA JABATAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA

Pangkat
NIP




SURAT JAWABAN ATAS PENCABUTAN SURAT KEBERATAN

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal :| Surat Jawaban atas Kepada
Pencabutan Surat 'L o ST —
Keberatan di
Bone
Sehubungan dengan surat Saudara tanggal ..........
hal Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan atas
Surat Keberatan Nomor ....... yang kami terima pada
tanggal ........ dengan ini kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut:
5 (AR U
i vanr e SRS SR SRR RS SR AR
B St iaipemssiisass iR B R SRR TR
4. dst
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
permohonan Saudara tersebut disetujui/ditolak*).
Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara
diucapkan terima kasih.
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
NAMA JABATAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH
NAMA
Pangkat
NiP
Tembusan:
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
Keterangan
*) Coret yang tidak perlu




SURAT PERMINTAAN PEMINJAMAN DOKUMEN

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal

:| Surat Permintaan Kepada

Peminjaman Dokumen | Yth. ..ccoviiiiniiiiiiininennenns
di
BONE

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal
nomor ...... hal Pengajuan Keberatan atas ...... Nomor .......
tanggal ........ , dengan ini diminta kepada Saudara untuk
meminjamkan buku, catatan, data, dan informasi, dalam
bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi:

------------------------------------------------------------------------------

Buku, catatan, data dan informasi dalam bentuk
hardcopy dan/atau softcopy tersebut wajib disampaikan
kepada:

Nama

Jabatan

Tempat

Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari
kerja sejak diterimanya surat permintaan ini, Saudara tidak
meminjamkan buku, catatan, data informasi dalam bentuk
hardcopy dan/atau softcopy, Surat Keberatan Saudara tetap
diproses sesuai dengan data yang ada dalam proses
penyelesaian keberatan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama
Saudara diucapkan terima kasih.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA JABATAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat
NIP

Tembusan:

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah




SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN LAPANGAN

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal

:| Surat Pemberitahuan | Kepada

Penelitian Lapangan | Yth. ...,
di
BONE

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal
............ Nomor ............... hal .......... yang pada intinya
Saudara keberatan atas ........ Nomor ...... tanggal
; dengan ini diberitahukan akan dilakukan
penelitian lapangan pada:

Haro 1 SN SOV SO £ T

Tanggal S SR T e Lo ST B

Lokasi | T mEET——

Demi kelancaran jalannya penelitian lapangan,
diminta bantuan Saudara atau kuasanya untuk
mendampingi Tim Peneliti Keberatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja
sama Saudara diucapkan terima kasih.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
NAMA JABATAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat
NiP

Tembusan:

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah




LAPORAN PENELITIAN KEBERATAN

KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH
LAPORAN
TENTANG
I | UMUM
A. | Identitas Wajib Pajak
- | T
2. | NPWPD WEE SRR ok N R Ry AN AR S A
& JHRIK B e e s A e s
4. | Alamat v Sevivai T enaty ¥
B. |Keberatan Wajib Pajak
1. | Nomor Surat Keberatan = | 1| iovierveveeerssusimnomecancessnsonssmn s ans e emnns
2. 'TaNRal SUPBt Keberalan = | o] sstciimimmsonsmarsiobtinsssemmhsesvesisssonnimis
3. | Tanggal diterima UPPRD e A S R
4. | Nomor SKPD 3] e neseaia i ek e
5. | Tanggal SKPD B R o RO B e L TS
6: |JefiisPalak @020 FE s SRR e
Y. | Masa/Tahan Pajak. =~ ] scsussneessamsvsissas i Gusvapa b
C. {Surat Tugas Penelitian Lapangan
To QMGG 0 | ] e e s s si e R AR R A
2. | Tanggal b | s s SeuRbss RS
1. | LATAR BELAKANG DAN TUJUAN DIAJUKAN PENELITIAN LAPANGAN
lIl. | HASIL PENINJAUAN LAPANGAN DATA/FAKTA YANG DIPEROLEH DALAM PENINJAUAN
LAPANGAN:
1‘ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll LT SRR R R R L L ]
B e N e s e S e e R S R
By R e AT T R e s s e
DAbust Al .o
Pada tangga!l .....ccoconvmeimnainiin

Nama Jabatan,

NAMA
Pangkat
NIP




BERITA ACARA KEHADIRAN WAJIB PAJAK

KOP NASKAH
PERANGKAT DAERAH

Pada hari ini ............... tanggal.............., kami yang bertanda tangan di
bawabh ini:

NO NAMA NIP PANGKAT/GOLONGAN JABATAN
sesuai dengan Surat Tugas Nomor ... 1o | R telah
melakukan penelitian keberatan terhadap Wajib Pajak:

L .
NPWPD/NOPD

atas:

Jenis Ketetapan

Nomor Ketetapan

Tanggal Ketetapan

----------------------------------------------------------------------------

Masa Pajak/Tahun
Pajak

serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada:

Wajib Pajak Kuasa Wajib Pajak

Nama

NPWP




Jabatan

----------------------------------------------------------------------------

Alamat

----------------------------------------------------------------------------

yang telah hadir memenuhi undangan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk
Hadir Nomor ........... tanggal ........oe. dan Wajib  Pajak

memberikan keterangan tertulis dalam suratnya nomor
tanggal ........

--------------------------

Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak dan memberikan Keterangan Tertulis ini
dibuat dengan sebenar-benarnya.

31215 o < § G S

Wajib Pajak/Kuasa*) Tim Peneliti
NAMA JABATAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA NAMA

Pangkat
NIP

Mengetahui/ mengesahkan,

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

Keterangan
*) Coret yang tidak perlu




BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK

KOP NASKAH
PERANGKAT DAERAH
Pada havi 101 .o tanggal......................, kami yang bertanda tangan di
bawabh ini:

NO NAMA NIP PANGKAT/GOLONGAN | JABATAN
sesuai dengan Surat Tugas Nomor ... tanpEal ..o telah
melakukan penelitian keberatan terhadap Wajib Pajak:

Nama
NPWPD/NOPD |5 [ oeeeiiciciiiinsnnesesseeeeiais sesnsnnsnss sassnesnssns snsssssnsssesessans
atas:
Jenis Ketetapan § | it e e s S AR SRR R S BRI SV VR WO
Nomor Ketetapan § ] ensnsenven st an e kRN RS ENSY SOLA AN ISR R T AR
Tanggal Ketetapan | : | oot i s s ses ste s nn s san s s
Masa Pajak/Tahun |: | cicicciiiaiieiirntesiiiemnaissirasessessrasiasatasssssnsnanasanan
Pajak
serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada:

Wajib Pajak Kuasa Wajib Pajak
Nama L R
NPWP § | s G T R R TR AR R




Jabatan T,

Alamat

telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor ...... tanggal
...... terhadap Wajib Pajak untuk memberikan keterangan atau memperoleh
penjelasn mengenai keberatannya, namun Wajib Pajak yang bersangkutan
tidak hadir memenuhi undangan sebagaimana tercantum dalam Surat

Pemberitahuan Untuk Hadir tersebut dan tidak memberikan keterangan
tertulis.

Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Tidak Memberikan Keterangan
Tertulis ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

EHBUHAE 1 iovoinnsmsswsmmisaass

Wajib Pajak/Kuasa™) Tim Peneliti
NAMA JABATAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA NAMA
Pangkat
NIP

Mengetahui/ mengesahkan,

NAMA PEJABAT
Pangkat

NIP.

Keterangan
*) Coret yang tidak perlu




PEMBERITAHUAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Nomor

Sifat

Lampiran

Hal

Pemberitahuan Hasil | Kepada
Penelitian Keberatan | YUh. .c.ccocammimssimmermsnvassvines
di

Bone

Sehubungan dengan Penelitian Keberatan yang telah
kami lakukan atas surat Saudara tanggal ...... Nomor ......
nal ... yang pada intinya Saudara Keberatan atas .......
Nomor ...... tanggal ........ , dengan ini disampaikan
beberapa hal terkait hasil penelitian keberatan tersebut,
antara lain:

Apabila masih ada hal yang ingin disampaikan atas
Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan, Saudara dapat
mengajukan Surat Tanggapan atas pemberitahuan ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan Kkerja
sama Saudara diucapkan terima kasih.

NAMA JABATAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat

NIP.

Tembusan:

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah




SURAT TANGGAPAN PENELITIAN KEBERATAN

KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal Surat Tanggapan Hasil Kepada
Penelitian Keberatan ¥ 1 wisesiesanstii et i
di

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian

Keberatan Nomor ...... tanggal ..... dengan ini saya:

Nama § | ssamussaumerssnuensnssRassbu bR AR TR RN RS RR S
NPWPD B T T
NIK B R R e AR R R AR SRS
Alamat ¥ i) s S R AN N TR A

dalam hal ini bertindak sebagai:

Wajib Pajak Kuasa Wajib Pajak

dari Wajib Pajak:

---------------------------------------------------

Nama

NIK

---------------------------------------------------

Alamat

dengan ini memberikan tanggapan atas hasil penelitian
keberatan kami dengan uraian sebagai berikut:

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama
Saudara diucapkan terima kasih.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat
NIP.




SURAT KEPUTUSAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI BONE
NOMOR .... TAHUN ...
TENTANG
KEBERATAN PAJAK DAERAH ATAS

SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT /SKPDLB/SKPDN*) NOMOR
TAHUN .cousmseasmomen ATAS NAMA

-------------

......................

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : | a. bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan atas
pengajuan keberatan pajak daerah yang diajukan Waijib
Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak®) atas nama............. Nomor

SENE -\ [~ | Je— yang diterima Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Nganjuk ... berdasarkan Bukti
Penerimaan Surat Nomor ..... tanggal .... atas
SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN*) Nomor

. tanggal ... , perlu diterbitkan keputusan atas
pengajuan keberatan pajak daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk...... tentang
Keberatan Pajak Daerah Atas
SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN*) Nomor
weeeee tanggal ... Atas NAmMA ......coniivicivninmiiem 3
Mengingat : | 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;




6. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 20... tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK ... . TENTANG KEBERATAN
PAJAK DAERAH ATAS
SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN*)
NOMOR ........ TAHUN ATAS NAMA ...ocoomien

KESATU

Mengabulkan seluruhnya/mengabulkan
sebagian/menolak/menambah besarnya jumlah pajak
yang masih harus dibayar *) atas pengajuan keberatan
Pajak ...... dengan data sebagai berikut:

a. Waijib Pajak

Nama

NIK

NPWPD/
NOPD

--------------------------------------------------------

b. SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN*)

Nomor

Tanggal

Masa EE o i s RS N R S WA
Pajak/
Tahun
Pajak

Jumlah
Pajak
Terutang

c. Objek Pajak




Alamat

Kelurahan
Kecamatan
Kota/Kab
KEDUA Berdasarkan Kkeputusan sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU, jumlah pajak yang harus dibayar
menjadi:
URATAN POKOK SANKSI ADMINISTRASI JUMLAH
PAJAK PAJAK
KENAIAK | BUNGA DENDA YANG
AN 2% BILL HARUS
DIBAYAR
1 3 3 4 5 6
SEMULA
PEMBAYA
RAN
DIKURAN
Gl
MENJADI
JUMLAH
YANG
HARUS
DIBAYAR
Terbilang
KETIGA Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Nganjuk ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di .......ccceie
pada tanggal .........
a.n BUPATI BONE
NAMA JABATAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH
NAMA
Pangkat
NIP.
Tembusan:

1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk

Keterangan




JL,

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN PENDAPATAN DAERAH
RW. MONGISIDI No. 5 Masa Pajak

TELP. (0481) 21106 Tahun

SKPDLB Mo. Unit

(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR) [D_]:ED

T

PP

Nama

Alamat

NPWPD /NOP
Tanggal Jatuh Tempo

T T

Berdasarkan Pasal ......Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas

pelaksanaan kewajiban :
s LLTTTT]

Nama Pajak

sebagai berikut
1. Dasar Pengenaan
2. Pajak yang terhitung
3. kredit Pajak :
a. Komposisi Kelebihan adri tahun
b. setoran yang dilakukan
¢. Lain-lain
d. Jumiah yang adapat dikreditkan {a+hec)
4. Jumlah yang masih harus dibayar (2-3e)
5. Sanksi administrasi
a. Bunga (Psl 9(1)
b. Kenaikan (Pst 9{5)
¢. Jumlah sanksi administrasi (a+b)
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)

. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Dengan Huruf |

|

PE Tl

Pengembalian Kelebihan Pajak dilakuakan pda Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SKPMKP)

dan Surat Perintah mengeluarkan Uang (SPMU).

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABID. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Nip.
MODEL DPD-10 F

Gunting Disini.

No. SKPDLB ....coocivcicaiinins

TANDA TERIMA
NPWPD / NOP
NAMA
ALAMAT

RSRTOSRRUPRRS » - ||| SOOI
Yang Menerima

MODEL DPD-10F




PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. RW. MONGISIDI No. 5

TELP. (0481) 21106

Masa Pajak
Tahun

SKPDN

(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL)

No. Urut

HEEEER

Nama
Alamat
NPWPD /NOP

fanjannnnnn[nE[EEN

Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas

pelaksanaan kewajiban :
Ayat Pajak

Nama Pajak :

. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah

sebagai berikut
1. Dasar Pengenaan Rp.
2. Pajak yang terhitung Rp.
3. kredit Pajak :
a. Komposisi Kelebihan adri tahun Rp.
b. setoran yang dilakukan Rp.
c. Lain-lain Rp.
d. STP {pokok) Rp.
e. Jumlah yang adapat dikreditkan (a+b+c+d) Rp.
4. Jumiah yang masih harus dibayar (2-3e) Rp. NIHIL
TaRUN savsinn
a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABID. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Nip.
MODEL DPD-10C
GUNEING DISINI.c.vvvrineeicracrciriranesserssesissmrassosssssassssssesssssassssssssssssossessussnsssness
No. SKPDN
TANDA TERIMA
NPWPD / NOP & oovceuusisssssssnssssssssssissssssnrassssssassssnsessss ubso4ssyssn s 408811100 185308 A0SR 1084 S A HHLEN AN IR AT PR RARE 022
NAMA
ALAMAT

Yang Menerima

MODEL DPD-10C




SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Unit Pengelola

Jenis Permohonan

A. PAJAK REKLAME*)
.l- Data Pemilik
1. Nama Pemilik § 1 manesnesmannuvan s R A R SR T AR
-t R [ T (s ST
;i RW ....... Kool POS ..ocoovsrnnriomine

3. Kelurahan

............................................................

4. Kecamatan L R —ET TSR,
5. Kota/Kabupaten ¥ | crnnunrsnammnerennnessnsseronsmunsinsnbsbmavmasnnsansshs
6. Nomor Telepon 2 | sannssanssnnacsunsainisansnsinnaiiisiisesasaniavainibeiinss

_ _“.__ ——

1. Nama Badan
Hukum 8] e R S R R R R A

2. Alamat Badan
Hukum | [ T S SRR - Lt S Ve e

III. Data Reklame

1. Teks Reklame ? | e R R AR

2. Jenis Reklame




~ER e AN TR

Papan/ Billboard / Megatron / Videotron

Kain

Melekat / Sticker

Selebaran

Berjalan termasuk kendaraan

Udara
Apung

Film / Slide
Peragaan

3. Alamat / Tempat Pemasangan

Lokasi
Pemasangan

Kelurahan

------------------------------------------------------------

C.

Kecamatan

------------------------------------------------------------

d.

Kota/Kabupaten

------------------------------------------------------------

4. Kode/Kelas Jalan

5. Ukuran Reklame Panjang ...... m X Lebar ..m =..._...... m?2
Panjang ...... m X Lebar ..m =............. m?
Panjang ...... m X Lebar ...m =........... m?
Panjahg ...... m X Lebar ..m = m2
6. Jumlah
Pemasangan ..... Lembar

7. Jangka Waktu
Pemasangan

Mingguan (........hari)

Bulanan

8. Jenis Produk
Reklame

Rokok

Minuman Beralkohol
Produk Makanan/Minuman
Produk Kecantikan

Produk Perbankan

Produk Automotif

JEE NN




B. PAJAK AIR TANAH*)

1. Data Waiib Pajals

1. Nama Wajib

Pajak/Usaha 8] cctississisinasinaissinibiraiisanni S
2. NPWPD L [ SbiksasRN R RRsaR SO
3. Alamat FL s R S SRR R AR A S T
4. RT / RW e T
5. Kelurahan & i i e R S R e
6. Kecamatan T SRR SR OO
7. Kota/Kabupaten $ | swsvorasinvdraapsseasanbuEabinn s N A NpabaeRe SN SR AU
8. Nomor Telepon S I e P T

Il. Data Objek Pajak

1. Kondisi Objek Pajak

a. Digunakan | s

b. Tidak Digunakan

............................................................

2. Alat ukur yang digunakan

a. Meter Air ¥ [ ssiussa s RS SR S A A R R e s A

b. Bukan Meter Air 2 [ e e o Ty e e ey o=

3. Volume air bulan
terakhir s | s R R AR AR A

.......................................................................................

.................................................................................................................................

.........................................................................................

Wajib Pajak




SURAT PERINGATAN

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor

Kepada :

Sifat
Lampiran

Yth. Wajib Pajak / Penanggung Pajak

.........................................

Perihal

Berdasarkan

sebagai berikut:

data yang ada pada Badan Pendapatan Daerah,

sampal saat ini Saudara belum melakukan pendaftaran ulang atas usaha

Jenis Reklame

Teks Reklame
Alamat Pemasangan
NOPD / Nomor Izin
Masa Pajak

--------------------------------------------

--------------------------------------------

............................................

............................................

--------------------------------------------

Tanggal Jatuh Tempo

Untuk menghindari tindakan penertiban atas reklame dimaksud
disertal dengan pembongkaran, maka dengan ini kami ingatkan kepada
Saudara agar segera melakukan pendaftaran ulang untuk memperoleh izin
pemasangan / penyelenggaraan reklame dan melunasi pajak reklame dalam
waktu 7 hari sejak diterimanya surat peringatan ini.

Bila tanggal yang ditentukan jatuh pada hari libur diharapkan
Sawdara datang pada hari kerja berikutnya.

Dalam hal Saudara telah mendapat pemasangan/
penyelenggaraan reklame dan telah melunasi pajak reklame dimaksud,
kami mohon kepada Saudara agar melaporkan kepada Badan Pendapatan
Daerah atau staf kami di Kantor Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Nganjuk di Jl. Merdeka Nomor 3 Nganjuk.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami
ucapkan terima Kkasih.

izin

NAMA JABATAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA

Pangkat
NIP.

Tembusan :

L memicsssiiiesss s besbee

pr
3.




KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor Kepada :
Sifat Yth. Pemilik/Penanggung Pajak
Iamapieh d20 @ 020 00 b esmiisiiiaiieis
Perihal muumnmm di -
TEMPAT
Berdasarkan hasil pendataan Petugas Kami di lapangan ternyata Saudaral
telah memasang reklame tanpa izin dengan data sebagai berikut:
Jenig Reklamie == === 019 | scssscescassassesiissassassssnsssssshes
TeksRekditie = = ]2 | ccvsssmusaassvisimasssasiserson
Alamat Pemasangan kI e
NOPD / Nomor Izin V| mssasnsisna s iy iisen
Masa Pajak A e I o o T oy )
Tanggal Jatuh Tempo
Dengan ini kami ingatkan kepada Saudara agar segera
melengkapi perizinan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku atau membongkar sendiri reklame tersebut sebelum Tim Penertiban
mengambil tindakan penertiban dan pembongkaran atas reklame dimaksud
paling lambat 7 hari sejak surat peringatan ini diterima.
Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.
NAMA JABATAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH
NAMA
Pangkat
NIP.
Tembusan:
X "
2.

A ——




KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor Kepada :
Sifat Yth. Pemilik/Penanggung Pajak
Lampiran S S —
Perihal Eﬁm.u‘ummu di -
TEMPAT
Jenis Usaha B e S R PR A e S
Nama Objek Pajak | ssssnsnisnansisanspanisaisaniniisania
Alamat Objek Pajak =~ | i | cocccrsmmimrmmncnininnissnincsisi
NEWEDYNOPD | | ssiesiiiniasvusiisivmiiisiiueiiisasii
MagaPajale @ 13 Dosisssaspmsiiiisssis s
Tanggal latuh Tempo
Untuk menghindari pengenaan sanksi administratif yang
mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar, maka
dengan ini  kami ingatkan  kepada  Saudara  agar  segera
. Paling lambat tanggal ...
sejak surat peringatan ini diterima.
Bila tanggal yang ditentukan jatuh pada hari libur diharapkan
Saudara datang pada hari kerja berikutnya.
Dalam hal Saudara telah , kami mohon kepada
Saudara agar melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Nganjuk.
Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.
NAMA JABATAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH
NAMA
Pangkat
NIP.
Tembusan:
T smansnensrtenensrEnaEacr v e s NS T
O e P P o e e P

LI 4 o i B skt




PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. RW. MONGISIDI NO. 5

TELP. (0481) 21106

NPWPD/INOP - O O O o o

Kepada Yth.

SURAT TEGURAN

MNAOMDLS sucvorsissansvne

TENTANG
Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai Tunggakan Pajak/ Retribusi *)
sebagai berikut :

Nomor & Tanggal SPPT PBB, SKPD, ]
Jenis PP SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKRD, Tanggal Jatuh . ::mla;ran
Pajak/Retribusi SKRRDT, STRD, 8K Keberatan, SK fempo | gg“
Pembetulan, SK Putusan Banding®)
Jumlah

Dengan huruf :  (............ ssni)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa bedasarkan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997, maka diminta kepada Saudara agar melunasi Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari
setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera
melaporkan kepada kami (Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah)

KEPALA BADAN PENDAPATAN ADERAH
KABUPATEN BONE

PERHATIAN
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH)
HARI TANGGAL SURAT TEGURAN INI, SESUDAH
BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN
DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT
PAKSA.
(UU No. 19 TAHUN 1997 jo. UU No. 19 TH.

M Tatalalht




PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. RW. MONGISIDI NO. 5

TELP. (0481) 21106

SURAT PAKSA
NOMGE T cosuecses somssmmsie

DEMI KEADAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama WP/Penanggung Pajak
NPWPD/NOP! NPWRD *) » T b ek ) Lot bl de
Alamat

Menunggak pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

Nomor & Tanggal SPPT PBB, STPD, SKPD,
Jenis Tahun STPD, SKPDKB, SKPDKBTSKRRDT, Jumiah
Pajak Pajak STRD, SK Keberatan, SK Pembetulan, SK TungRgpakan
Putusan Banding®)
Jumiah - 1+ TR
Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar Jumlah Tunggakan Pajak
tersebut ke BKP BAdan Pendapatan Daerah atau Bank tempat pembayaran yang ditunjuk,
ditambah dengan biaya Penagihan dalam waktu 224 jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.

2. Memerintahkan kepada Juru Sita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Juru Sita yang lain
yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melaksanakan penyitaan atas
barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak, apabila dalam 2 x 24 jam Surat Paksa ini
tidak dipenuhi.

s e VDI s
a/n. BUPATI BONE
PERHATIAN
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 x 24 JAM KEPALA BADAN PENDAPATAN ADERAH
SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INL. K_ABUPATEN BONE

SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN
PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN
PENYITAAAN

(Pasal 11 UU No. 19 TAHUN 1997) Nip.

*) Coret yang tidak periu




SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

A T S 1R £ ST & T TP T A1 L T ST 3.t Bt e 4 Loy et a8 )0 T T T M M L A A S LB e, g S AT o e

SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS
Nomor

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal\Peraturan
Bupati Nomor ... Tahun .... tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah, dengan ini diperintahkan kepada:

Nama Wajib Pajak/Penanggung 1] s iR RS A
Pajak

Alamat Wajib Pajak / Penanggung
Pajak

Nama Usaha ] T

NPWPD

Alamat Usaha

| e I

untuk melunasi sekaligus utang Pajak Daerah sejumlah Rp ......ccomirennne.
dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Tahun Pajak Nomor dan Tanggal Jumlah
Pajak Tanggal Surat | Jatuh Tempo| Tunggakan
Ketetapan Pajak | Pembayaran |Pajak Daerah
Daerah *) (Rp)
Jumlah
Terbilang:
... pada hari
crsessommisineses BARBRAL ssviissmassismsesanisy DU s 7§ 5 L7 | DO

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal
NAMA JABATAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA

Pangkat
NID




SURAT PENYITAAN

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Oleh karena Wajib Pajak / Penanggung Pajak:

Nama

-------------------------------------------------------

NPWPD

NOPD

At Temont TINERAL | 2 | cscsmmmommmnssssmmms s mmsimmms s RT

telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor .....ccccceeviinenn.
FRDEEM s ramriimaniaesen e , namun hingga saat ini belum juga melunasi
jumlah hutang Pajak Daerah yang masih harus dibayar, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama -
NIP L8 | cemssimiersisinniensisshassasreans nsasasasssisnnarse
Jabatan : | Jurusita Pajak Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan atau barang
tidak bergerak) milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak baik yang berada ditempat
Wajib Pajak/ Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.
Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 orang saksi, Warga Negara
Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat
dipercaya. Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling
jambat 2 hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Ditetapkan di Bone
Pada tanggal ....cccccceee.

NAMA JABATAN KEPALA
PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat
NiP




KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA
NEMOT: * cuoaenisssursse

Pada hari ini .... tanggal .... bulan ... tahun ......... , atas
Kekuatan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Kepala Badan Pendapatan
Datrah KabhupDatenBoONE. NOIMIOT .. cccesimsmusssmsnrasssnnmmsnssassmnssnrsn s saannss

tANEEAL o s vnnsnsnsninnenise yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Bone dalam hal ini memilih domisili di kantornya di
..................... berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan tanggal...........

NOMOF..ccccieieeeeenee. yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib
Pajak/ Penanggung Pajak yang akan disebut dibawah ini, maka saya, Jurusita
Pajak Badan Pendapatan Daerah, bertempat di ... dengan
dibantu 2 orang saksi warga negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21
tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu :

T SRR pekerjaan................ R ——————
2 isamsssnnnsssreie DORETIIAN womisms

telah datang di rumah / tempat kegiatan usaha / perusahaan Wajib Pajak /
Penanggung Pajak:

Nama | P AR e e P o e O

| NPWPD

NOPD 2 | casomssnanmnenenansnkivaine s AR

Alamat Tempat Tinggal 5 ] s e RR R R RT
........... RW ........ Kode Pos...

untuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang milik
Wajib Pajak/Penanggung Pajak, karena yang bersangkutan masih menunggak
Pajak Daerah sebagai berikut:




Jenis Pajak Tahun Pajak Nomor dan tanggal Jumliah
surat ketetapan pajak| Tunggakan (Rp)
daerah ¥)
Jumilah | Rp

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil
sebagai berikut:

1. | Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
a. Jenis barang Terletak di: Taksiran harga :
bergerak: | o, Rp
................................................ Rp
................................................ Rp
................................................ Rp
....................... Rp
b. Jenis barang tidak| Terletak di: Taksiran harga :
bergerak
................................................ Rp
.................................. Rp
................................................ Rp
........................... Rp
............ Rp
2. | Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena:




Kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak dijelaskan bahwa :

1. Hutang pajak dan biaya penagihan pajak harus dilunasi dalam waktu 14 hari
setelah dilaksanakan penyitaan dan setelah batas waktu itu akan diajukan
permintaan kepada Kantor Lelang untuk melelang barang- barang yang telah
disita;

2. Barang yang telah disita tersebut akan dijual dimuka umum dengan
perantaraan Kantor Lelang, pada tanggal dan di tempat yang akan ditentukan

~ kemudian/dijual langsung kepada pembeli.

Untuk menyimpan barang-barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak Daerah
MenUNJUK cocciiiivesiainrarereeses yang bertempat tinggal di
................................ sebagai penyimpan dan untuk itu penyimpan tersebut
menandatangani Berita Acara dan salinan-salinannya sebagai bukti telah
menerima penunjukan itu.

Penunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas, yang
turut pula menandatangani Berita Acara dan salinan-salinannya.

Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/
Penanggung Pajak.

Waijib Pajak / Penanggung Pajak Jurusita Pajak Daerah

NAMA PEJABAT
NAMA
Pangkat
NIP.

Mengetahui/mengesahkan

NAMA PEJABAT
Pangkat NIP.

Biaya penagihan pajak:

- Biaya harian Jurusita Pajak Daerah
dan Sanksi RED coimmasviionsnsinsmbisinsbauvisantans
-Biaya perjalanan B .ooiipicaaunsrs st e
Jumliah RD voveerermemsssnnesmesranssoacsssonsoses

Telah / Belum dilunasi *)
*) coret yang tidak perlu




LAPORAN PELAKSANAAN PENYITAAN

Pembayaran

Wajib Pajak Surat Surat Paksa Surat Paksa yang Dilanjutkan q.zzwmmwmws Akibat
Teguran Dengan Perintah Sita saynaan
No Nomor /
Namadan NPWPD | Tanggal | Nomor Tanggal | Tunggak | Nomor Tanggal | Tunggak | Tanggal Tunggak
Alamat an Pajak an Pajak an Pajak
dan dan dan Denda
Denda Denda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 12
Mengetahui
& [ "2 T T ——

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bone,

-------------------------------------

.....................................




KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

DISITA

KUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA ATAS
BARANG BERGERAK / BARANG TIDAK BERGERAK
NOMOR

NOMOR

---------------------------------------------

TANGGAL

---------------------------------------------

BARANG INI TERMASUK BARANG-BARANG YANG DISITU NEGARA BARANG
SIAPA DENGAN SENGAJA MEMINDAHTANGANKAN / MEMINDAHKAN
HAK / MEMINJAMKAN / MERUSAK BARANG INI DAPAT DITUNTUT
BERDASARKAN PASAL 231 KUH PIDANA, DENGAN ANCAMAN HUKUMAN
PENJARA SELAMA-LAMANYA 4 (EMPAT) TAHUN

Catatan :
Daerah

Ukuran kertas panjang 27,54 ...
21,18 ....100 gram

Jurusita Pajak

BE RSN EEE NS AN N AN NN eSS EREAS NN RSN AN




PENYANDERAAN

KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH
BOOR,. sosicmmmmmmssiosaernsss
Nomor s Kepada
Sifat : | Dinas Yth. Bupati/Kepala Perangkat
_ _ _ Daerah Bone
Lampiran : di -
Hal : | Permohonan [jin Melakukan Bone
Penyanderaan

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini kami
mengajukan permohonan Ijin melakukan penyanderaan terhadap Wajib
Pajak/Penanggung Pajak (WP /PP) sebagai berikut :

I.  ldentitas Wajib Pajak/ Penanggung Pajak
Nama Wajib Pajak

NPWPD

Alamat

Nama Penanggung Jawab

Alamat

Jabatan

Umum/Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

. Agama

10. Kewarganegaraan

11.Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor)

-

CONO VA WNE

II.  Alasan Penyanderaan
1. Jumlah Hutang Pajak i RP canmsnimoprisaeiis

2. Penerbitan : Nomor ........ Tanggal ........
Diberitahukan kepada WP/PP Tanggal ..........

3. Diragukan itikad baiknya dalam pelunasan pajak, antara lain:

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengusulkan agar penyanderaan
terhadap WP/PP yang namanya tercantum di atas dilaksanakan untuk
v bUlan icee.... Untuk memenuhi persyaratan ijin penyanderaan.
Bersama ini terlampir disampaikan formulir dan dokumen pendukung.

Demikian disampaikan, apabila Bapak tidak berpendapat lain mohon dapat
diproses lebih lanjut.

Ditetapkan di Bone
Pada tanggal ........ccciniiin

NAMA JABATAN KEPALA
PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat

NTD




KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH PENYANDERAAN
L e

Pertimbangan : | untuk kepentingan penagihan pajak dalam rangka
mengamankan penerimaan keuangan daerah perlu
dilakukan penyanderaan

Dasar Hukum : 11. | Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang
Nomor 19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa;

2. | Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000
tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan,
Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan
Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa;

3. | Surat Paksa NAOMT ©  sosaeasvaneassirdinii

tangeal © ssasessesesias , dan Berita Acara
Pemberitahuan Surat Paksa nomor
sssseonsessise BTSN 5
4. | Surat izin Penyanderaan dari Bupati
Kabupaten Nganjuk Nomor : .....cccceicvnnennnn.
LANBEAlL «.cciceirimuiminii

DIPERINTAHKAN

1. | Nama
NIP
Jabatan : | Jurusita Pajak Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk
2. | Nama
NIP
Jabatan : | Jurusita Pajak Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone




Untuk 11 ja. | Melakukan penyanderaan pajak dengan

identitas sebagai berikut:
Nama
Tempat/Tanggal Lahir
Alamat
Pekerjaan
Kewarganegaraan
Agama

b. | Penyanderaan dilakukan dengan alasan
penanggung pajak mempunyai utang pajak sebesar
RP cusnunmsissisauids

c. | Penyanderaan dilaksanakan untuk bulan
..... oo dan Penanggung Pajak ditempatkan
- | RO ——

3.Membuat berita a acara pelaksanaan penyanderaan pada saat Penanggung Pajak
ditempatkan di tempat penyanderaan/rumah tahanan negara

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal ..............

NAMA JABATAN KEPALA
PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat NIP.

Pada hari ini ........... tanggal ..Surat Perintah Penyanderaan diserahkan kepada
Penanggung Pajak yang disandera.

Yang Menerima/
Penanggung Pajak yang
Disandera

.....................................

Nama lelas

Yang menyerahkan/ Jurusita
Pajak Daerah

.........................................




KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA PENYANDERAAN

NEITTON s movummsvnprmmmmrsnmss
Pada hari ini ........ . tanggal .... bulan ........... tahun ...... atas kekuatan
Surat Perintah Penyanderaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Bone Nomor .......... LANGRAL ..oociiiciniiinnisioisisiieniasessisisssssisnsarinssisiisionsin yang
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bone dalam hal ini
memilih domisili di kantornya di......iian berdasarkan
Surat Paksa vyang dikeluarkan tanggal Nomor ..., dan Surat

Penyanderaan dari Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor yang telah diberitahukan
dengan resmi kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akan disebut dibawah
ini, maka saya, Jurusita Pajak Badan Pendapatan Daerah, bertempat di dengan
dibantu 2 orang saksi warga negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21
tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu :

Ly sissinsisnidsiare e vvseve pekerjaan ...,
D, iesieressissioisssssirie PEKEBIJARM scocovorrservivensernonsisrasnaepoenornnassens

telah melakukan penyanderaan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama 1 | sk s s e TS SRR s sen e R a b RR RS RS
NPWPD ;
NOPD
Alamat Tempat | | oo s s s RT
Tinggal 3 [ERESE  SE—" Kode Pos ..........

di .vown.. karena penanggung pajak mempunyai utang pajak daerah

sebagai berikut:

Jenis Pajak Tahun Nomor dan tanggal surat Jumlah
Pajak ketetapan pajak daerah *) | Tunggakan (Rp)

Jumlah | Rp

Dan dan penanggung pajak diragukan itikad baiknya dalam pelunasan utang
pajak. Salinan Berita Acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan
Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.




Wajib Pajak/Penanggung Pajak, NAMA JABATAN KEPALA PERANGKAT

DAERAH
NAMA PEJABAT NAMA
Pangkat
NIP.
Kepala Tempat penyanderaan/ rumah Saksi
tahanan negara, e
Nama Jelas
B e e e R
Nama Jelas _ Nama Jelas

Mengetahui/mengesahkan Jurusita
Pajak Daerah,

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.




KOP NASKAH DINAS

PERANGKAT DAERAH
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Sdr. Kepala Rumah Tahanan
NEFATA cossmensissvasnerssermmransenansesars
Lampiran | : di -
Hal : | Pemberitahuan o PAT
Pelepasan Penanggung
Pajak Yang disandera

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini
diberitahukan kepada Saudara untuk melepaskan Penanggung Pajak yang
disandera dengan identitas sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak
NPWPD

Alamat

Nama Penanggung Jawab
Alamat

Jabatan

Umur/ Tanggal Lahir
Jenis Kelamin

Agama

Kewarganegaraan

Nomor ldentitas
(KTP/SIM/Paspor)
Nomor / Tanggal Surat
Perintah Penyanderaan
Masa Penyanderaan
Tempat Penyanderaan 1| RUBAN cccoiiciiiiiinacininmsansasisiasaarasrane
Alamat tempat
penyanderaan

Bahwa penanggung pajak yang disandera dapat dilepas dengan alasan
telah memenuhi persyaratan sebagai berikut*) :

a. Utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;

b. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan
telah dipenuhi;

c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; atau

d. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Bupati.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasi




NAMA JABATAN KEPALA
PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat
NIP.

Tembusan:
*} lingkari sesuai dengan alasan penanggung pajak yang disandera.




SURAT PERMOHONAN WAJIB PAJAK

KOP PERUSAHAAN/WAJIB PAJAK

Nomor

Hal

: | Surat Permohonan

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama WP/Usaha

NPWPD

Alamat

Nomor Telepon

Bertindak selaku Wajib Pajak

Wakil/kuasa *) dari Wajib Pajak

Nama WP / Usaha

NPWPD

Alamat

Nomor Telepon

Mengajukan permohonan :

Pengurangan Ketetapan Pajak

Pembetulan Ketetapan Pajak

Keberatan **)

Pengurangan/Penghapusan

Pengembalian Kelebibhan

sanksi Administrasi

Pembayaran Pajak




Pembayaran Pajak

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak

Nama Terang
dan Stempel
( )
Keterangan :
1. Beri tanda X pada yang sesuai, dalam hal permohonan diajukan oleh

Wajib Pajak Orang Pribadi pada Orang Pribadi, atau dalam hal diajukan oleh
Wajib Pajak Badan diisi Wakil / Kuasa dari Wajib Pajak.

2. *) coret salah satu

3. **) Melampirkan surat yang mengemukakan jumlah pajak yang terutang
menurut perhitungan Wajib Pajak dan disertai alasan-alasan yang jelas serta
didukung dengan bukti: a) fotokopi SSPD Pajak, b) asli
SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN, ¢} fotokopi KTP/SIM /Paspor /Kartu
Keluarga/identitas lain




BERITA ACARA PENELITIAN (BAP)

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA PENELITIAN (BAP)
Jenis Pajak:

NO : s [ BAP= cisiuviss [402...f ccicianes

.  DATA OBJEK DAN WAJIB PAJAK

1. | Nama Wajib Pajak

2. | Alamat Wajib Pajak

3. | NIK

4. | NPWPD

5. | Jenis Pajak

6. | Nama Usaha

7. | Jenis Usaha

8. | Alamat Usaha

9. | Tanggal Penelitian

10. | Alasan Penelitian

Pemberian NPWPD

Penghapusan NPWPD

Penetapan Pembayaran Pendahuluan Pajak Daerah atas
Pengajuan Keberatan

II. IDENTITAS PENELITI

1. Nama

2. | NIP




3. | Jabatan

I1I. HASIL VERIFIKASI DATA

IV. HASIL PENELITIAN

V. KESIMPULAN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dibuatdi «.eveersssnese
Kepala Sub Bidang ...cccocceee i Petugas Pendata
NAMA PEJABAT NAMA
Pangkat
NIP.

Mengetahui/mengesahkan
Kepala Bidang .........co.ooiviee

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.




LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH (LHPPD)

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

LAPORAN
TENTANG

[. DATA OBYEK DAN WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak
2.Alamat Wajib Pajak
3.NIK

4. NPWPD

5.Jenis Pajak

6. Nama Usaha

7. Jenis Usaha

8. Alamat Usaha

9. Tanggal Pemeriksaan
10. Alasan Pemeriksaan

1. IDENTITAS PEMERIKSA

1. Nama

2.NIP

3. Jabatan

4. No Surat Tugas

1iI. DATA DAN FAKTA




VI. KESIMPULAN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

P L L T T e T T T

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dibtat di vavaivsenieiis
Pada tanggal ...........c....
Nama Jabatan,

NAMA
Pangkat
NIP.
Mengetahui,
Kepala Bidang Kepala Sub Bidang ............ccouieee
NAMA NAMA
Pangkat Pangkat
NIP. NIP.




SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR ......... TAHUN.......
TENTANG

KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS PAJAK DAERAH .............
BUPATI NGANJUK,

Menimbang :| albahwa berdasarkan Surat Keberatan Wajib Pajak
atas nama .... nomor ..... tanggal .... yang diterima
.... tanggal ... berdasarkan LHPPD nomor .... tanggal

... tentang ... atas ... nomor .... tanggal ... Tahun
Pajak .....;

b bahwa berdasarkan laporan penelitian keberatan
nomor .... tanggal ......;

c.| bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah
tentang Keberatan Wajib Pajak atas Pajak Daerah ...;

Mengingat . 11. | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

2. | Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

3. | Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan;

4. | Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.0372013
tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian
Keberatan sebagaimana diubah dengan PMK Nomor
202/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013
tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian
Keberatan;

5. | Peraturan Bupati Nomor ........ Tahun .........
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah.




MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN TENTANG
KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS PAJAK DAERAH ........

PERTAMA

.| Mengabulkan  seluruhnya/ Mengabulkan sebagian/

Menolak Keberatan *) Wajib Pajak dalam suratnya nomor

.| Mengurangkan / Mempertahankan / Menambah™) jumlah

pajak yang masih harus dibayar/ jumlah pajak yang lebih
dibayar dalam .... nomor .... tanggal .........

Atas

Waijib Pajak

NPWPD L (I

Alamat

Dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Semua (Rp) | Ditambah/ Menjadi
Dikurangi (Rp)
(Rp)

. Dasar

Pengenaan
Pajak

. Pajak Terutang

. Sanksi

Administrasi:
1.Kenaikan
(50%)

1. Pajak yang

Harus Dibayar

KEDUA

Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ......ccoiieeiet
pada tanggal ............c.....
a.n BUPATI BONE
NAMA JABATAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat
NIP.




SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN BAYAR PAJAK

KOP PERUSAHAAN/ WAJIB PAJAK

SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN

PEMBAYARAN PAJAK
Nomor
Lampiran
Hal : | Permohonan Pengembalian Atas
Kelebihan Pembayaran Pajak

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Madiun

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama WP /Usaha

NPWPD

Alamat

Adalah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak c.oeescesaane

Mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak

berdasarkan Pasal ....... Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ...
dan Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah (LHPPD) Nomor.................sebesar
RP. corsrcncereoninsresssnanns '

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini dilampirkan :

1. Bukti setoran pajak

2. SPTPD

3. Dokumen / keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak
4. Perhitungan pembayaran pajak menurut Wajib Pajak

Demikian surat permohonan  kami sampaikan untuk dapat
dipertimbangkan.




Permohonan / Wajib Pajak

( )
Keterangan :
| ¥) pilih yang sesuai
B i e s A m A m S Gunting disSini — --- -~
Nomor:
TANDA TERIMA
NPWPD S T
Nama B ke AR SN SR S
Alamat R SR R A SRR
Nganjuk,

Yang Menerima




SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR........... TAHUN ....
TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE

BUPATI BONE,

Menimbang . | a. | Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap
SKPDLB menyatakan lebih bayar pada Masa
/ Tahun Pajak ........ sebesar ..ot dan /
atau surat permohonan Wajib Pajak
nomor
.................... tANEEAL s ALAS  NAMA
.................. NPWPD
mengenai

pengembalian kelebihan pembayaran pajak,
Waijib Pajak diberikan

pengembalian

kelebihan pembayaran pajak sesuai
dengan Peraturan Bupati Nomor ........ Tahun

......... tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah.

b. | Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten  Nganjuk  tentang Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak.

Mengingat § 1. { Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

2. | Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan;

3. | Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 39/PMK.03/2018 tentang
Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pembayaran Pajak sebagaimana diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
209/PMK.03 /2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor

39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

4. | Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor ...
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

5 Pearamran Ronafi Noamaor Tahnn tentano




Memutuskan

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pertama

Kepada Wajib Pajak:

Nama ) L P S

NPWPD 2 | ek s R SRS

diberikan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Daerah...... Masa / Tahun*) Pajak sesuai
ketentuan Peraturan Bupati Nomor... Tahun ......
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah sebesar ..ccceeenieens dengan perhitungan
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

Kedua

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud dalam diktum PERTAMA harus diperhitungkan
terlebih dahulu dengan utang sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor
..... Tahun ........ tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah.

Ketiga

Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

mestinya.

Demikian surat keputusan ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana

Ditetapkan di .....ccococene
pada tanggal ......cccoeee
a.n BUPATI BONE
NAMA JABATAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat
NIP.




LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

NEOMOR. & comsmmmmsmmmmssnrm s oo ks s
NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
371281 FLE ; ——
Nama Wajib Pajak/Usaha | :| ccciciiiiiniiniinnnecenninnn.
NPWPD

Masa / Tahun Pajak

Dari hasil pemeriksaan telah dilakukan, perhitungan jumlah pengembalian
kelebihan pembayaran pajak sebagai berikut :

1.

Dasar Pengenaan

REX sossavsssvamvoronions

Pajak terutang

Bnl—tuﬂmm

jumlah Kelebihan
Pembayaran Pajak (12-2)

R sisemvirsunniveninsss

a. Utang Pajak
1)Pajak Daerah .....
2)Pajak Daerah ....
3)Dst.

b. Jumlah Utang Pajak

(a+b+c)

Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak (3-4b)

Imbalan Bunga
0,6% X ... (...) bulan x (5)

jumlah Akhir
Pengembalian Kelebihan
Pembayaran pajak (5+6)

24« JROR——————

Ditetapkan di .......cccoenunee.
pada tanggal .......c..........
a.n BUPATI BONE
NAMA JABATAN
KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
Pangkat
NIP.




Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT)
PEMERINTAH KABUPATEN BONE

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan RW. Monginsidi Nomor 5 Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 21106, Laman hitps://bapenda.bone.go.id, Pos-el : bapendabonekab@gmail.com

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBANAN

Nomor 3 Tahun:
Masa Pajak

Nama Wajib Pajak
Alama

NPWPD

Nama Usaha

Alamat Usaha
Tanggal JatuhTempo
Nomaor Nota
Perhitungan
Keterangan

I. Berdasarkan PerdaNomor 8 tahun2010 telah dilakukan penelitianda/ataupemeriksaanatauketerangan lain atas
Pelaksanaan kewajiban:

No Rekening Pajak lenis Pajak Dasar Pengenaan (Rp) Pajak Terhutang(Rp)
it fe
Jumlahirp !sy
Il. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas,perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai
berikut:
1.  DasarPengenaan Rp
2. Pajakyang terhutang Rp
3. KreditPajak
a.  Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp
b.  Setoran yang dilakukan Rp
c.  lLaindain Rp
d.  lumiah yang dapat dikreditkan {a+ir) Rp
Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak{2-3d) Rp
Sanksi Administrasi
a Bungs Rp
b. Kenaikan Rp
¢ Jumlah Sanksi Administratif{a+b) Rp
6.  Jumlah yang masih harus dibayar Rp
Dengan Huruf:
PERHATIAN :
1 Harap penyetoran dilakukan melalui Bank atauBendahara Penerimaan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. Apabila SKPDKBT ini tidak stau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan

Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2% per bulan.

Tempat,Tanggal Bulan Tahun Jabatan

Penandatangan

Nama Jabatan Penandatangan




Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB)

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi Nomor 5 Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,
Telepon (0481) 21106, Laman https://bapenda.bone.go.id, Pos-el : bapendabonekab@gmail.com

SURAT KETETAPAN PAIAK DAERAH KURANG BAYAR

Nomar : Tahun:

Masa Pajak

Nama Wajib Pajak
Alama

NPWPD

Nama Usaha

Alamat Usaha
Tanggal JatuhTempo
Nomor Nota
Perhitungan
Keterangan

Berdasarkan PerdaNomor 8 tahun2010 telah ditakukan penelitianda/ataupemeriksaanatauketerangan lain atas
Pelaksanaan kewajiban:

No Rekening Pajak Jenis Pajak Dasar Pengenaan(Rp) Pajak Terhutang(Rp)
Rp ‘Rp
Jumlahirp [Rp
. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas,perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah
sebagai
berikut:
Dasar Pengenaan Rp
Pajak yang terhutang Rp
Kredit Pajak
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp
b. Setoran yang dilakukan Rp
¢ Laindain Rpy
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) Rp
lumlah kekurangan pembayaran pokok pajak{2-3d) Rp

5.  Sanksi Administrasi

a. Bunga Rp
b.  Kenaikan Rp
c.  Jumlah Sanksi Administratif{a+b) Rp
6.  Jumiahyang masih harus dibayar (4+5) Rp
Dengan Huruf:
BPERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bank atauBendahara Penerimaan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (S5PD)
1 Apabila SKPDKET ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan

Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 2% per bulan.

Tempat, TanggalBulanTahun
Jabatan Penandatangan

Nama Jabatan Penandatangan
NIP.{NIP Jabatan Penandatangan)




PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SKPDKB

(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR)

No. Urut

JL. RW. MONGISIDI No. 5 Masa Pajak

TELP. (D481) 21106 Tahun il
Nama

Alamat : ;

NPWPD /NOP LTI T IT Id

Tanggal Jatuh Tempo

pelaksanaan kewajiban :

JEERREN

Ayat Pajak

Nama Pajak

sebagai berikut
1. Dasar Pengenaan
2. Pajak yang terhitung

3. kredit Pajak :

a. Komposisi Kelebiban adri tahun

b. setoran yang dilakukan

c. Lain-lain

d. Jumlah yang adapat dikreditkan (a+b+c)
4, Jumlah yang masih harus dibayar (2-3e)
5. Sanksi administrasi

a. Bunga (Psl 9(1)

b. Kenaikan {Ps! 9(5)

¢. Jumlah sanksi administrasi (a+b)
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5¢)

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

|. Berdasarkan Pasal ......Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas

Il. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Dengan Huruf I

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakuakn melalui BKP atau Kas Daerah { Bank
menggunakan Surat setoran Pajak Daerah (SSPD).

) dengan

2. Apabila SKPDKB ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABID, PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Nip.
MODEL DPD-10D
.......... Gunting Disini.
NG. SKPDKB ......coinniiniissenss
TANDA TERIMA
NPWPD / NGP
NAMA
ALAMAT
Tahun
Yang Menerima

MODEL DPD-10D




Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

PEMERINTAH KABUPATEN BONE SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH (SKPD)
Jalan RW. Monginsidi Nomor 5
Watampone BRI oo
BONE
NAMA
ALAMAT
NPWPD
TGL JATUH TEMPO
NO KODE REKENING URAIAN PAJAK DAERAH JUMLAH (Rp.)
1.
2,
3.
4.
5.
Jumlah Ketetapan Pokok
Pajak
a.
Jumiah Sanksi : Bunga
b. Kenaikan
Jumilah
Keseluruhan
Dengan huruf :
PERHATIAN :
Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan yang ditunjuk.
2 Apabila SKPD ini fidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD

ditérima atau ( tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 1% per bulan.

Bone ,
an KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

KABID PENGELOAAN PENDAPATAN DAERAH

Nama
Jabatan
NIP
............................................................. Potong disini
TANDA TERIMA NO. URUT
m ..........
ALAMAT Yang menerima

PWPD




PEMERINTAH KABUPATEN BONE SKPD No. Urut
BADAN PENDAPATAN DAERAH (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)
JL. RW. MONGISIDI No. 5 Masa Pajak
TELP. (0481) 21106 Tahun
P — [ skpp I step D Lain-lain
[] skpDT 0 strep
[] skpDKB ] sk Pembetulan
["] SKPDKBT [] SKKeberatan
Masa Pajak : ...ccornereee Tahun : ceeereerrnene ) L= O 1T 2 ———
No. Ayat Jenis Pajak furhiah
RP.
Jumlah Setoran Pajak
Dengan Huruf
Ruang untuk Teraan Diterima Oleh, Tahun
Kas Register / Tanda Tangan Petugas tempat Pembayaan
Petugas Penerima Tanggal Penyetor
Tanda Tangan :
Nama Terang : )

*) Beri tanda V pada Kotak

MODEL DPD-12

I:l Sesuai dengan ketetapan yang dimiliki




PEMERINTAH KABUPATEN BONE SKPD No. Urut
BADAN PENDAPATAN DAERAH (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)
JL. RW. MONGISIDI No. S
TELP. (0481) 21106

Nama
Alamat
NPWPD /NOP
Ayat Jenis Pajak Daerah Lo
No. RP.
Jumlah Ketetapan pokok Pajak
Jumlah Sanksi : a. bunga
b. kenaikan
Jumlah Keseluruhan
Dengan Huruf | \
PERHATIAN
" Harap penyetoran dilakuakn melalui BKP atau Kas Daerah ( Bank )

dengan menggunakan Surat setoran Pajak Daerah (SSPD).

2. Apabila SKPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABID. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Nip.
MODEL DPD-10 A
...... GUNLING DiSiN.couessssvinessorsraseessssasssns
No. SKPD ..ociiviamiin
TANDA TERIMA
NPWPD / NOP
NAMA T ks s s e e s VA A A i G TR AR BRI PSRN S S TSR IS S
ALAMAT
Tahun ..........

Yang Menerima

MODEL DPD-10 A




Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

PEMERINTAH KABUPATEN BONE ‘
BADAN PENDAPATAN DAERAH No.SPTPD:

Jalan R W. Monginsidi Nomor § Watampone, Bone, Sulawesi Selatan. s
Telepon (0461) 21106, Laman hitps-/bapenda.bone.go.id, Pos-#l : bapendabonskab@gmail com Tahun

PAJAKRESTORAN
SPTPD
( Surat Pemberitahuan Pajak Daerah )

Kepada

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

NPWPD: | I I | ] I | I | I I l Kabupaten Bone
Di
Bone

PERHATIAN
a.Harap diisi dalam rangkap 4{empat) ditulis dengan huruf cetak.

. Setelah diisi dan ditandatanganiharap diserahkan kembali ke Bapenda Kabupaten Bone (Cq.Bidang

Pengelolaaan Pendapatan Daerah) Jalan RW. Monginsidi Nomor 5 Watampone, paling lambat pada tanggal
10 bulan berikutnya.

c. Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara jabatan.
d. Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)per tahun
. wajibmenyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
DI IS| OLEH WAJIB PAJAK
Nama Waijib Pajak
Alamat
No HP/Telp
Jenis Usaha
RESTORAN/RUMAH MAKAN/DEPOT/WARUNG MAKAN

No. MEJA YANG TERSEDIA JUMLAH KURSI JUMLAH PENGUNJUNG

Kode Rekening : 41102
A OMSET YANG HARUS DIISI OLEH WAJIB PAJAK
Jumlah omset dan Pajak terhutang untuk masa pajak sekarang(lampirkan photocopy dokumen)

8. MaSAPaJBK ol ieeeeseesenene e e e s ane et s s s e
b. Pendapatan(omset)rata-rata perbulan B eTERTC R R S A TR RO S WA B
Tarif Pajak (sesuai Perda)

d. Pengenaan Pajak (bxc)

PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, saya atau yang beri kuasa menyatakan bahwa apayang telah kami beritahukan tersebut
diatas adalah benar, Iengkap. jelas dan jujur.

Diterima tgl...
PETU GAS PENDATA WAIIB

Dibuat rangkap 4(empat)

-1lbr untuk Waijib Pajak

~1lbr untuk Bendahara Penerimaan

-1lbr untuk Bidang Perencanaan & Penetapan
-1lbr untuk Pihak Lainnya
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TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI

ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK.

al

d.

€.

Menerima surat permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak dari Wajib Pajak.bc

Meneliti kelengkapan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak dari Wajib Pajak, kemudian
dilakukan penelitian dan apabila perlu dilakukan
pemeriksaan dan dibuat laporan hasil penelitian.
Menyampaikan laporan hasil penelitian kepada pejabat
yang berwenang untuk diteliti dan dipertimbangkan untuk
ditolak atau diterima.

Membuat  Keputusan Penolakan atau Keputusan
Pembetulan.

Menyerahkan Keputusan kepada Wajib Pajak.

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK

a.

Menerima surat permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak, melakukan pemeriksaan dan membuat
laporan pemeriksaan yang ditandatangani oleh Petugas dan
Wajib Pajak.

Mencatat ke Kartu Data dan selanjutnya dilakukan
penghitungan penetapan Kelebihan Pembayaran Pajak.
Memperhitungkan dengan utang/ tunggakan pajak yang
lain, kemudian dibuat Nota Perhitungan.

Setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain,
ternyata kelebihan pembayaran pajak; kurang atau sama
dengan utang pajak lainnya. Maka Wajib Pajak menerima
bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran
kompensasi dengan pajak terutang dimaksud, sehingga
tidak diterbitkan SKPDLB.

Apabila utang pajak setelah diperhitungkan/
dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran pajak
ternyata lebih, maka Wajib Pajak akan menerima bukti
pemindahbukuan dan sebagai bukti pembayaran/
kompensasi diterbitkan SKPDLB.

Setelah diterbitkan SKPDLB, selanjutnya diterbitkan SPM
untuk pencairan dana.

KRITERIA WAJIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN
OMZET SERTA TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN
A. Kriteria Wajib Pajak :

Wayjib Pajak yang memiliki omzet diatas
Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

B. Tata cara pembukuan atau pencatatan :

1) Wajib Pajak telah memiliki omzet diatas Rp.
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun
diwajibkan menyelenggarakan pembukuan atau
pencatatan.
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2) Pembukuan atau pencatatan dimaksud dilakukan secara
tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma
pembukuan yang berlaku dan dilaporkan setiap bulan
kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

3) Laporan pembukuan atau pencatatan dimaksud sebagai
salah satu dasar untuk penetapan pajak terutang.

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK
I. Pemeriksaan :
a. Pemeriksaan lapangan, dilakukan dengan cara :

1) Memeriksa Tanda Pelunasan Pajak dan keterangan
lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan
daerah.

2) Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen
pendukung lainnya termasuk keluaran dari media
komputer dan perangkat elektronik pengolah data
lainnya.

3) Meminjam  buku-buku, catatan dan dokumen
pendukung lainnya termasuk keluaran dari media
komputer dan perangkat elektronik pengolah data
lainnya catatan dan dokumen pendukung lainnya
termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat
elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan
tanda terima.

4) Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis Wajib
Pajak yang diperiksa.

5) Memasuki tempat atau ruangan yang diduga
merupakan tempat menyimpan dokumen, uang,
barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan
usaha Wajib Pajak dan/atau tempat-tempat lain yang
dianggap penting, serta melakukan pemeriksaan di
tempat- tempat tersebut.

6) Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut
pada angka 5) apabila Wajib Pajak atau Wakil atau
Kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk
memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak
ada ditempat pada saat pemeriksaan.

7) Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan
dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan
Wajib Pajak yang diperiksa.

b. Pemeriksaan Kantor, dilakukan dengan cara :

1) Memberitahukan agar Wajib Pajak membawa Tanda
Pelunasan Pajak, buku-buku, catatan dan dokumen
pendukung lainnya termasuk keluaran dari media
komputer dan perangkat elektronik pengolah data
lainnya.

2) Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen
pendukung lainnya termasuk keluaran dari media
komputer dan perangkat elektronik pengolah data
lainnya catatan dan dokumen pendukung lainnya
termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat
elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan

[



- 90 -

tanda terima.

3) Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen
pendukung lainnya termasuk keluaran dari media
komputer dan perangkat elektronik pengolah data
lainnya.

4) Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis Wajib
Pajak yang diperiksa.

5) Meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan
dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan
Wajib Pajak yang diperiksa.

¢. Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk
digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.

d. Apabila penghitungan besarnya pajak terutang dalam
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD berbeda dengan SPTPD,
perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada Wajib
Pgjak yang bersangkutan.

e. Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan
pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan
dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja
setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

f. Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan
dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.

g Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada Wajib
Pajak segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan
tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak.

h. Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atau
tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan,
SKPD dan/atau STPD diterbitkan secara jabatan,
berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada
Wajib Pajak.

i. Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak
tidak dilakukan, apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan
penyidikan.

Pj. BUPATI BONE,

SUDAH DITELITI OLEH !
TiM HARMONISASI DAN SINKRONISAS] |
RNO EKA PUTRA

PERUNDANG-UNDANGAN

- _}t 1 ANDI W1

1. s, HLAMUHYAMIN AT, M.S] F




